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PENGANTAR

Selalu saja ada hikmah.!

Buku kedl ini mewakili semangat menemukan hikmah dan manfaat dari
Konlioversi Pemilihan Gubernur Lampung. Ketika tensi politik di
Lampung meningpi. Setidaknya di Media Massa, kita dapat menangkap
kesan bahwa jagat politik di Lampung tengah gonjang-ganjing. Setiap hari
kita membaca pemnvyataan politik, bahkan iklan politik silih berganti. Media
Massa menjadi arena yang menarik untuk disimak, tatkala elit politik di
Lampung berebut kekuasaan. Betapa tidak; Alzier dan Ansyori “merasa”
haknya menduduki kursi gubernur dirampas Mendagri. Sedangkan
Syachroedin dan Syamsurya, merasa syah scbagai Gubernur dan wakil
Gubemur. Dan sudah pasti mereka tak ingin hasil perjuangannya, di ambil
begitu saja.

Meskipun sengkela hukum dan politik, adalah antara Alzier versus
Mendagr, letapi pihak Syachroedin tak mau tinggal diam, terutama ketika
eksistensinya sebagai Cubernur Lampung diusik, bahkan tidak diakui oleh
DFRD.

Melalui buku ini Armen Yasir dan Philipus M. Hadjon, menjelaskan
kewenangan dan kesewenang-wenangan DFRD Lampung, Sedangkan
Nanang Trenggono, dan Joko Mursitho mencoba menjelaskan realita politik
yang bias di DPRD Lampung, Terakhir, Ben Bella menawarkan solusinya,
Bambang Eka Wijaya mempertanyakan missing link diantara duz peristwa
Pemilihan Gubernur akhir tahun 2002 dan kasus Kep. DPRD No. 15 Tahun
2005. Kedua peristiwa tersebut menjadi sorotan para penulisnya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan [lmu, bagi Daerah dan
Masyarakat Lampung. Amin.

Bandar Lampung, September 2005
Jauhari M. Zailani



PENGANTAR

MENGKRITISI SEBUAH KENISCAYAAN!
Oleh: Bambang Eka Wijaya

Ini buku kedua yang menyoroti perilaku aktor politik di DFRD
Provinsi Lampung. Buku pertama berjudul “Pola Money Politics: Kontroversi
Pemilihan Gubernur Lampung” dengan editor Nanang Trenggono dan
Svarief Makhya (Penerhit Liniversitas Lampung, Bandar Lampung 2003)

Buku kedua mi, dieditori Jauhari M. Zailani dan Nanang Trenggono,
masih bisa disebut sebagai buntut gaya kontroversial — para aktor di
panggung sama dengan lakon dan sebagian pemain berbeda — yang telah
dibahas panjang, lebar dan mendalam secara multidimensi di buku pertama.

Para penulis di buku pertama mernuscayakan adanya permainan politik
uang dalam Pemilihan Gubernur [ ampung Tahun 2002 yang menjadi fokus
tulisan mereka. Bahxan penyimpangan di DPRD Lampung tersebutbersifat
the law by design: Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah,
diciptakan oleh para politisi untuk kepentingan politik — terutama kekuatan-
kekuatan besar di parlemen — dengan sendirinya hukum telah menjadi
subordinat dari politik! [tulah biang kanker masalahnyn, hingga yang terjadi
di daerah hanya sebaran akar kanker, mempercepat pembusuican politik
nasional!

Pada buku kedua ini, para penulis umumnya juga meniscayakar:
DFRD Provinsi Lampung kelin: dan salah dalam keputusannya No. 15 Tahun
2005 yang tak mengakuieksistensi pasangan Gubemur Lampung Sjachroedin
ZP  Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu.

Keniscayaan ini semada dengan tekanan anis mobilisasi penolakan
terhadap Keputusan DFRDitu, suatu mobilisasi dahsvyat vang tercermin lewat
perang iklan di media massa — bukan saja pers lokal, tapi juga pers Ibu
Kota! Kekelinzan dan kesalahan DPRD, yang dengan tegas dan jelas disebut
para penclak dalamarus besaritu, karena Keputusan DPRD hanya mengacu
pada amar (penntah) putusan Mahkamah Agung (MA). Menurat para
penolak, keputusan itu seharusnya dilakukan dengan mendalami
Pertimbangan Hukum MA yang tertulis pada putusan tersebut, karena yang
harus dijalankan dan ditaati adalah pertimbangannya itu, bukan amar
putusag:yaI

Keniscayaan seperti ity, bahwa yang benar untuk dijalankan adalah
pertimbangan hukumnya bukan amar putusannya, agaknya memang bukan
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hal anch dalam realitas hukum Indonesia. Misalnya dalam vors terhadap
koruptor: dalam pestiinbangan hukumnya disebut belum pemah dihukum,
bersikap baik selama persidangan, schingga layak mendapat keringanau,
maka amar putusan 10 tahun penjara dalam vonisnya pun tak dijalaninya
karena usai vonis terpidana lolos untuk memulai hidup baru di luar negeri.
Artinya, putusan pengadilan itu oleh pejabat yang berkewsjiban menaatinya,
para sipir perjara, yang dijalarkan adalah pertimbangan hukumaya, bukan
amarnya! .

Malanglﬁg, untuk membenarkan tindakan mereka, para sipir lak
punya kekuasaan dan kekuatan untuk memobilisasi para pejabat, tokoh
tokoh masyarakat, pemasang iklan sampai pakar kelas wahid! Seandai
mereka punya kekuasaan dan kekuatan yang sama, dengan pilihan cara yang
sama, akan dapat diciptakan menjadi keniscayaan pula bahwa tindakan
merekalah yang paling benar!

Saba

Kenapa keniscayaan menjadi sedemikian pentingnya? Jawabnya
sederhana sekali, karena kebenaran itu sendiri kini berada pada posis:

duduk kita masing-masing. Jika tidak dalam posisi sedemikian,
hakim, apalagi para hakim agung yang terhormat, ketika dalam
pertimbangan hukumnya menyebutkan a-b-c dan seterusnya, kemudian
dalam amar putusannya menyebut z-y-x dan seterusnya, sehingga amar
putusan dan pertimbangan hukumnya bukan saja tidak nyambung tap: malah
bertentangan sama sekali, para hakim yang terhormat itu bisa digolongkan
telah mengalami spli* personality — berkepribadian ganda. Konsekuensinya,
jika produk kepribadian ganda itu yang dipaksakan berlaku, rakyat yang
umumnya masih single personality menjadi berjarak dengan hukum, karena
hukum menjadi dunia tersendiri bagi mereka yang berkepribadian ganda!
Semoga posisi bangsa kita belum sejauh itu! Terutama, karena dengan
prinsip preposilion yua non itu, hukum kita — khususnya dalam kasus
— mendahulukan asas perdamaian! Semangat ini, yang
mungkin khas Indonesia, merupakan hal yang layak dipelihara sebagai akar
budaya nusantara yang luhur, karena selain terbukti berhasil menjaga
hamuﬂnnsyamkatymgbhﬁmekadanmxdﬁhﬂmﬂjuganmmpummiaga
kewarasanmasyarakat di bawah tekanan hidup seberat apa pun! Orang tetap
watas kelika ia bisa selalu melihat kebenaran dari tempat berdiri atau tempat
duduknya’ Maka itu, jangan mutlakkan kebenaran dari tempat berdiri dan
ducuk masing-masing sebagai kebenaran tunggal — sehingga vang lain
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semua salah! Karena, setiap kehenaran itu sebuah keniscayaan!

Sebagai hasil studi dan urun rembuk di tengah konflik, tulisan-tulisan
yang terhimpun dan terdokumentasi dalam buku ini luar biasa nilainya.
Terutama hasil studi Armen Yasir dengan galian kepustakaan yang
mengambil porsi terbesar isi buku ini! Jujur saja, ini kali pertamasaya lemukan
galian pustaka yang serunut dan sedalam itu dengan sebuah limited
preposition!

Semua itu menjaciikan sebagai sebuah pressure tethadap DPRD), meski
sebenarnya tidak semata dimaksudkan untuk itu, buku ini
pressure yang bukan kepalang serius terhadap DPRD Lampung dengan SK
No. 15 Tahun 2006. Lebih-lebih, untuk keniscayaan SK itu sebagai anarki di
ruang Dewan terhormat

Kembali merunut kaitan buku pertama ke buku kedua ini, masalah
anarkisme di ruang Dewan ini terdapat missing link. Ini terjadi karena buku
pertama terbit Februan 2003, prosesnya baru sampai pada SK DPRD
Lampung pimpitan Abbas Hadisunyoto menetapkan pasangan pemenang
Pilgub pertama. Sejakitu, hingga masa penerbitanbuku kedua ini, sebenarnya
berkecamuk segala bentuk anarkisme di dalam dan di luar ruang Dewan!

Menjadi kekurangan buku ini, tidak dilengkapi dengan uraian suatu
penelitian khusus dengan pendekatan anarkisme atas semua proses dalam
kecamuk terseout’ Jelas kurang adil memvonis tanpa peduli sebab-akibatnya!
Apalagi kalau secara realistis juga ada keniscayaan, yang terjadi terakhir
hanya sehuah cabang dari sebuah pohon anarkisme yang tumbuh dan besar
lebih dulu! Tanpa menyimak missing link itu, kitajadiseperti mendapat sajian
sepotong kue busuk yang tanpa tahu proses pembusukannyal

s

Mohon maaf dari penulis pengantar ini atas kekurangannva berupa
subjcktivitas selaku jurnalis, yang terobsesi oleh Lradisi cover buth-side! “~*

bandar Lampung, September 2005

Bambang Eka Wijaya
Pernimpin Umum Lampung Post
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BABAK BARU, HUBUNGAN GUBERNUR
DAN DPRD LAMPUNG (Pasca Keputusan MA)

Oleh: Jauhari M. Zailani®

menyampaikan kajian ke Depdagri. Tethadap pejabat yang menemui, kamy
menyampaikan analisis sosial dan palitik daerah Lampung, sclama pemilihar
wali kota dan bupati. Juga, prediksi sosial politik menjelang, selama, dar
pasca pemilihan gubermnur.

Pertama, pemilihan bupati dan wali kota sarat politik uang (monzy
peditics) dan elite politik sering memobilisasi massa untuk menekan DPRD.
Proses yang tak schat itu membuat pemilihan kepala daerah berpotensi
memunculkan pemimpin yang bermental korup, kaya harta, dan miskin
moral.

Keduz, kami menyodorkan kasus pemilihan bupati yang
bermasalah. Selama pemilihan, tarik-menarik dukungan dan mobilisasi
massa lelah menyebabkan masyarakat terbelah dan tidak nyamar. Mereduksi
nilai-nilai demokrasi dengan tekanan massa, dan manipulasi admindstrasi,
besaran uang menjadi faktor determinan Rakyat memahami demokrasi sama
dengan demonstrasi, demonstrasi memunculkan broker massa, mobilisasi
bemrﬁuang.Siapanghmtdmkay&,pasﬁm&g.Dmmmkwt
kian berkotak-kotak.
dan wali kota, menjadi ajang latihan bagi elite politik untuk mempelajari
aturan dan kemudian menyiasatiagar lolos dari jerat hukum. Dan pemilihan
gubernur Lampung pada akhir 2002 menjadi pertarungan dan pertaruhan
palitik bagi elite politik. Sejak awal tahun telah digulirkan isu putra daerah
dan suksesi, artinya potensial konflik horizontal.

Kewmpat, dalam pemilihan gubernur Lampung, kami menyarankan
pemerintah, dalam hal ini Mendagri, proaktif dan efektif menggunakan
pengawasan sejak pra pemilihan Jika tidak Mendagrd akan dianggap sepy,
seperti DPRD Tanggamus yang mengabaikan Pemerintah Provins:.
Mendagr, bahkan fatwa Mahkamah Agung.

Kini, tiga tahun berlalu, prediksi dan kajian kami terbukti benar.
DPRD Lampung periode 1999 —2004 melakukan pemilihan gubernur
' Judul Asli Kontroversi Pemilihan Gubermnur Lampung; dintuat d: Lampung
Post bulan juli 2005
* Dosen FISIP-UBL
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Lampung pada 30 Desember 2002, menetapkan pasangan Alzier D.
Thabranie-Ansyori Yunus sebagai pemenang,

Pada 25 Januari 2003, menurut jadwal yang ditctapkan, meslinya
Alzier dilantik menjadi gubernur Lampung pericde 2003 —2008. Bukannya
dilantik, ia malah dicokol secara paksa oleh polisi. Méskipun meraung dan
km:mnla, pendukungnya hanya bisa terpaku menyaksikan Alzier terbang

e Jakarta,

Meskipim setumpuk kasus kriminal diadukan ke polisi, ia dihukum
percobaan sembilan bulan. Memang sasok Alzier dan jalan hidupnya sarat
kontroversi, ia juga yang menyebabkan jagat politik Lampung semarak dan
pemilihan gubernur Lampung menjadi menarik Hingga kini setidaknya
terbit tiga buku seputar dia dan pemilihan itu.

Pemilihan Bermasalah

Makin menarik jika mengikuti pemilihan lebih mendalam. Ada
kanspirasi dan manipulasi di partai politik, birokrasi, dan institusi hukum.
Inti persoalan ada pada sikap dan perilaku birokrasi kita, yang abai pada
fakta dan data. Persoalan kian rumit karena pada prakteknya perilaku
birokrasi dan elite kita yang menjadi sumber masalah, soal data. Jangankan
rakyat, sesama birokrasi pun saling tidak percaya.

Bagian tulisan ini menggambarkan pemilihan itu sccara hukum
memang bermasalah dan penuh rekayasa politik.

Pertama, selama proses pemilihan berlangsung, anggota DPRD
dengan terang-lerangan prakiek patgulipat, setiap tahapan menjadi objek
transaksi. Aturan main (tata tertib) yang mereka buat, peraturan pemerintah
(PP No. 151 Tahun 2000) dengan mudah dilanggar. Misalnya, Abbas
Hadisunyoto, ketua DPRD yang juga ketua Panitia Pemilihan {Panlih),
seenaknya mengubah jadwal penetapan kandidat. Motifnya, semusa orang
tahu, menunggu Alzier yang sedang rebutan “perahu” fraksi. Alzier dan
Abbas bersckongkol melawan DPP PDIP yang memilih Oemarsono. Alzier

irnya mengalahkan Ocmarsono bukan saja di Fraksi PDIF, juga pada
pemilihan,
Kedua, bagaimana Alzier bisa lolos dari pencalonan Fraksi PDIT?
Sesungguhnya konflik antara Alzier, sebagai ketua DPC Lampung Selatan
dan Megawati sebagai ketua umum DPP PDIP, dalam pencalonan gubemur
Lampung dianggap lumrah danwajar saja. Itu urusan internal partai. Menjadi
urusan Dewan karena DPD mengirim surat kepada pimpinan DPRD.

DPD PDIP Lampung mengatakan penggentian pimpinan Fraksi
PD]deDPRDLampungpadaEDemberHIHﬂegalkamtmpanmhhﬁ
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tata tertib DP'RD itulah yang mengajukan Alzier sebagai calon gubernur dari
PDIP.

Ketiga, pemilihan gubernur yang dramatis dan tampak demokratis tersebut
kemudian terbukti cedera. Sebagai pimpinan sidang dan ketuz Dewan,
dipastikan tahu"persis tata tertib sidang paripurna. Namun dengan sengaja
melanggarnya; tidak membacakan surat-surat yang masuk.

Menjadi menarik, mengapa ketua DPRD tak membacakan itu dan
apa pula isi suratnya? Hingga kini masyarakat bertanya tanya, apa isi surat
kapoldalampung kepada Mendagri karena suratitulah yang menjadi dasar
Mendagri membuat surat kawat kepada ketua DPRD yang tidak dibacakan
tersebut Terungkap, Mendagri meminta klarifikasi persyaratan pencalonan
Alzier dengan dicabutnya SKKB Alzier vleh kapolda Lampung.

Keempat, tahap inilah yang kemudian menjadi awal dan pusal
sengketa. Mendagri berpendapat tahap penetapan calon helum selesai, masih
periu diklarifikasi. Sebab itu, proses berhenti di situ, belum boleh beranjak
ke tahapberikutnya. Mendagri menganggap pemilihan gubemur seharusnya
tidak dilakukan 30 Desember 2002 itu. Pemilihan diteruskan, tetapi Alzier
gugur. Atau menunda pemilihan, seteleh DPRD meneliti ulang persyaratan
Alzier.

peneapannya sudah sesuai dengan prosedur, semua syarat sudah selesai
dan sah. Ketika DPRD memaksakan kehendak melanjutkan pemilihan
kemudian mengesahkannya, Mendagri menggunakan wewenangnya;
membatalkan ili

Sebetulnya, pemerintah memberi kesempatan kepada DPRD untuk
mengklarifikasi. Namun, karena DPRD bersikukuh pada keputusannya,
pemerintah secara sepihak meminta pertanggungjawaban Polri atas surat
kelakuan baik yang dikeluarkan.

Apakah Mendagri berwenang membatalkan? Mendagri berwenang
mengawasi penyelenggarean pemerintahan dalam negeri, termasuk otunorni.
Mahkamah Agung dengan tegas mengatakan tidak ada otonomi tanpa
pengawasan. Untuk menjamin prinsip NKRL dalam kasus ini Mendagri
melakukan pengawasan represif. Anehnya, PTUN dan PT-TUN menganggap
Mendagn tidak berwenang, Lebih lucu lagi, MA mengamini.

Politik Fasca-MA

Hingga kini, dalam sengketa itu Alzier menang mutlak ates
Mendagri di PTUN dan PT-TUN. Keputusan MA mengabulkan dua
permintaannya, tetapi MA menolak permintaan Alzier dilantik menjadi
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gubernur. Sebab, tidak mungkin menyingkirkan gubernur yang sekarang,
Syachroedin. Diamerupakan gubernur yang dipilih secara sah. Apalagi sudah
setalumn ini Pemprov Lampung berjalan efektf. Keputusan MAyang setengah
hati menimbulkan masalah baru. Kini Alzier menggunakan Partai Golkar
untuk memperjuangkan hak politiknya; menjadi gubernur Lampung,

Inilah babak baru dinamika politik Lampung. Sebagai ketua DPD
Gilkar, Alzier memiliki sejumlah sumber daya politik di sejumlah posisi
strategis. Di Pusat, ada Jusuf Kala, sebagai Wapres dan Ketua umum DPP
Gulkar, Agung Laksono, ketua DPR RI, juga ketua DPP Golkar. Belum lagi
sejumlah komisi di DPR diketuai oleh kader golkar. -~

Ketua DPRDTammung, Indra Karyadi, adalah Eader Golkar. Dengan
16 orang anggota yang dimilikinya, Golkar dapat berbuat banyak di DPRD
Lampung, Dengan pemyataan sikap DPRD, yang intinya tidak mengakui
dan tidak dapat lagi bekerja sama dengan Gubernur Syachroedin, menjadi
mdal perjuangan politik Alzier di Jakarta.

Ketika Presiden SBY ke Lampung, menjadi momentum vang sangal
berharga. Malam, ketika SBY dan sejumlah menteri menginap di Hote!
Sheraton, sejumlah massa berkumpul di depan Gedung DPRD. Siangnya,
tanggal 14 Juli 2005, massa masih berkumpul di sejumlah titik, ketika itulah
DPRD Lampung sidang Paripurma dan mengeluarkan Kep. DPRD No. 15/

2005.

Esoknya, tanggal 15 saya menyimak halaman utama Lampost; sudah
pasti Alzier dan pendukungnya tersenyum puas. Sebaliknya Syachroedin
dan timnya pasti nyesek dadanya. Betapa tidak, Lampost menurunkan
heaillings berita foto; Presiden SBY berkunjung ke Pom bensin, bersama
Widodo AS, Pumomo Yusgiantoro, dan Syachroedin. Terlihat juga foto
sebelahnya, SBY sedany berdialug dengan seorang penumpang angkot

Yang menjadi perhatian, adalah berita di bawah dua foto presiden
itu, dengan judul: DPRD tak Akui Syachroedin. Senlah I ampast tak cukup
dengan berita utama foto dan headline berita, Buras menurunkan tulisan:
“Bola Panas” meletus. Keputusan secara aklamasi fraksi DPRD yang tak
mengakui Gubernur Syachroedin, merupakan krisis politik. Seraya
mendorong “Pemerintah SBY memenuhi sumpahnya untuk memegang
teguh konstitusi danmenjalankan scgala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya.”

DPRD (dan juga media) menjadi instrumen politik yang efektif
untuk menekan pemerintah pusat, dengan memberi kesan; Pemerintah
Daerah Lampung tak memiliki gubernur, maka perlu diangkat penjebat
gubernur, sebelum Alzier dilantik menjadi gubernur Lampung,

Maka, hubungan DPRD-Cubernur memasuki babak baru. Drama
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politik tanggal 16 Agustus di Gedung DPRD pun menjadi menarik. Acara
kﬁ*ﬁga:mnnmﬂmgukmpﬂabpmdmbaimgsungdﬂadmﬁlbemm
dmpasmgmmya,msﬁiahanyadimdmgd&lsalahseurmgpimpmm
Dewen. Rakyat menyaksikan pimpinan mereka duduk berjejer kaku, tanpa
tegursapa. Bukan hanya itu, di tempat takjiyah orang meninggal, pun mereka
tetapi bagaimana kelanjutan hubungan DPRD-Gubemur.

Bandar Lampung, September 2005
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ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN DPRD
LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2005

Olch: Armen Yasir'
L. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah .
Pulemik hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur

tanggal 30 Desember 2002 mencuat dan memanas kembali setelah keluamya
Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 437K/TUN/2004. Pro dan kontra
tak terhindarkan. Berbagai tokoh bersilang pendapat dan argumen. Tokoh-
tokoh partai politik, akademisi, LSM terlibat pro dan kontra, pasca putusan
MA. Menurut penulis, ada pendapat yang sesuai arti dan makna yang
tersandung di dalam putusan MA, namun lebih banyak dari sudut
pandangannya sendiri, Berbagai komentar, tulisan, iklan, dan berbagal
discusi di media massa Nasional dan dasrah menarik untuk dibahas.

Pemerintah R], melalui Menteri Dalam Negeri, berulang kali
menyatakan masih akan mempelajari Putusan Mahkamah Agung, dan
kemudian meminta fatwa MA. (Kompas, Radar Lampung tanggal 21 Juli
2005 ). Sedangkan Ketua Mahkamah Agung menyatakan “Tidak mungkin
lagi Alzier menjadi Guberrmir” (Radar Lampung tertanggal 16 Juli 2005 ).

Timbulnya berbagai Penafsiran dan tanggapan terhadap putusan
MA, diikuti pulaaksi dukung mendukung, dan perang iklan di surat kabar,
mendorong 20 orang anggota DPRD (kebanyakan dari Fraksi Golkar),
mendesak pada DIPRD Lampung agar segera mengambil sikap.

Putusan Mahkamah Agung sebenamya tidak berhubungan secara
langsung maupun tidak langsung dengan lembaga DPRD. Namun oleh
DPRD Lampung Putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan langsung
Gubernur pada akhir 2002, Calon terpilih gubemur Periode 2003-2008
ditetapkan oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD No. 1 Tahun
2003. Kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negen
untuk diangkat menjadi Gubernur Lampung, tetapi keputusan DPRD
tersebut dianulir dan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negari

DPRD Lampung dengan melakukan pemilihan ulang Gubernur dan
Wakil Gubernur. Pasca Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur

' Doscn Hukum Tata Negara Universitas Lampung
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Lampung, DPRD Lampung mencabut Keputusannya No. 1 Tahun 2003
dengan Keputusan DPRD No. 47 Tahun 2004.

Desakan 20 orang anggota DPRD Lampung untuk menyikapi
Putusan Mzhkamah Agung RI. akhirnya ditanggapi oleh Pimpinan DPRD
dan diagendakan oleh Panitia Musyawarah untuk diparipumakan guna
memberikan tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Agung. Mulanva
Paripurna DPRD hanya akan menanggapi dan membuat pernyataan
pendapat terhadap Putusan MA tersebut, namun putusan akhir DPRD jauh
dari tanggapan, melainkan suatu putusan hulkum.

Terhadap Keputusan DPRD Lampung terscbut, terdapat
Komentar; adz yang mengatakan Keputusan tersebut sudah fepat dan
mendukung (Agung Laksono, Muladi). Ada juga yang berpendapat bahwa
dengan keputusan DPRD tersebut Lampung tidak memiliki Gubernur dan
Wakil Gubemnur. Oleh karena itu perlu diangkat caretacker, dalam
mempersiapkan pelantikan Alzier Dianis Thabranie menjadi Gubernur dan
Ansyori Yunus sebagai Wakil Gubemur Lampung. Ada jugawacana solutif;
Pemilihan Langsung adalah solusi adil untuk mengakhiri sengketa in:.

Terhadap berbagai Komentar tersebut timbul pertanyaan; apakah
Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005, dapat diartikan Cubernur
dan Wakil Gubernur telah diberhentikan oleh DPRD? Apakah Syachroedin
ZP dan Syamsurya Ryecucdu otomatis tidak lagi menjabat sebagai Cubertus
dan Wakil Gubermir? Kalau benar demikian, bukankah Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung menurut UU. No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 32
Tahun 2004 diangkat dan dilantik oleh Presiden?

Berdasarkan peraturan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur
memegang jabatan terhitung sejak pelantikan, berakhir apabila telah dilantik
Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Dengan demiikian keputusan
NDPRD Lampung vang tidak mengakui eksistensi Gubernur dan Wakil
Gubemnur, sertatidak dapat lagi bekerja sama melampaui kewenangan yang
ada.

Pendapat yang lain yang cukup menarik adalak, akibat telah
dikeluarkannya Keputusan DPRD Lampung tersebut telah menimbulkan
konflik antar lembaga negara. Menurut pendapat ini, konflik ini Larus
diselesaikan melalyi Mahkamah Konstitusi (Refli Harun: Lampung Post 25
Juli 2005}, :

Terhadap pendapat ini timbul pertanyaan, apakah persyaratan untuk
dikatakan telah terjadi konflik antar lembaga negarasudah dipenuhi sehingga
harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dan apakah sudah masuk
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya?

Dari berbapai persoalan yang di kemukakan di atas, menurut hemat
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penulis, dengan keluamya Keputusan DPRD Lampung tersebut, bukan
meredakan polemik, tetapi justru menimbulkan persoalan-persoalan baru.
Persoalan hukum maupun politik di Lampung. Sebab lembaga perwakilan
rakyat ini justrumengambil bagian dari sengketa antara Alzier Dianis Tabrani
dengan Menter: Dalam Negeri RI.

Sikap DPRD tersebut dapat dikategorikan melawan pemerintah
pusat. Karena Gubernur selain berkedudukan sebagai Kepala Daerah,
berkedudukan juga sebagai wakil Pemeriniah Pusat di daerah (171, No. 22
Tahun 2004). Lebih jauh lagi Keputusan DPRD tersebut berlawanan dengan
Putusan MA, sebab Putusan MA tidak menyatakan bahwa perlu pergantian
Gubernwur.

Sikap berlawanan yang dilakukan oleh DPRD ielampaui
kewenangan yang ada padanya. Bisa juga dikatakan berbuat sewenang-
wenang, Karena keputusan tersebut didasarkan atas kehendak anggota
DPRD dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar lembaga
Pemerintahan Daerah dan atau antar lembaga Negare.

2. Pemmasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang macalah, maka permasalahan dan ruang
lingkup pembahasan akan dibahas di dalam tulisan ini adalah: Dasar
Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005. Berwenangkah DPRD
memberhentikan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil’Gubernur). Dan
apakah mengakibalkar konflik antar Lembaga Negara?

Dalam buku ini, Pembahasan akan difokuskan pada Kepulusan
DFRD Lampung No. 15 Tahun 2005, tentang sikap DPRD terhadap Putusan
MA RI Reg. No. 437K/TUN/2004. Pembahasan dalam ruang kajizn perspektif
Ketatanegaraan dan Administrasi Negara.

3. Tujuan Dan Manfaal Penelitian,

Fembahasan ini bertujuan; Untuk mengkaji dasar keputusan DPRD
Lampung No. 15 Tahun 2005. [UUntuk mengkaji berwenangkah DPRD
memberhatikan Kepala Daerah, atau tidak mengakui eksistensi gubemur
dan wakil gubernur Lampung, Dan bagaimana implikasi keputusan tersebut
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung, Dan untuk
mengkaji apakal: elah terjadi konflik antar lembaga negara. Dan akhimyz

Di samping itu, pembahasan ini diharapkan bermanfaat untuk:
kepentingar ilmiah, karena mengkaji dengan metode yang dapat
dipertanggungjawabkan terhadap dasar keputusan DPRD tersebut,

kevrenangan DPRD, dan bilakzah konflik kelembagaan dapat dikatakan telah
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terjadi. Di samping itu dapat diketahui kelemahan dan persoalan Keputusan
tersebut, serta akibat-akibatnya, serta gagasan ke depan dalam rangka
demokratisasi daerah.
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[L. TINJAUAN PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Ishlah eraturan Perundang-undangan yang lazim digunakan dalam
dunia hukum berasal Cari kata dasar atur dan undang-undang, kemudian
ditambah awal per/pe dan akhiran an, sehingga kata dasar atur merupakan
kata kerja dan kata dasar undang-undang yang merupakan kata benda dan
bila digabungkan menjadi satu merupakan kata benda. Dalam Kamus Bahasa
Besar Indonesia (1990, hal 56 dan 990), Peraturan adalah tatanan (peturjuk,
kaidah, ketentuan) yang cibuat untuk mengatur, sedangkan Perundang-
undangan diterjemahkan sebagai yang bertalian dengan undang-undang
atau seluk beluk undang-undang, Kata undang-undang diartikan ketentuan-
ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan
eksekutif dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan perwakilan
rakyat/DPR, badan legislatif dan sebagainya) ditandatangani dleh kepala
negara (presiden, kepala pemernntahan, raja) dan mempunyai kekuatan yang
mengikal atau aluran-alurar yang dibuat oleh orang atau badan yang
berkuasa.

Menurut Burkhardt Krem (dalam Maria Farida Indrati Seeprapto
1998, hal 3) istilah Perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau
gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :
(1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses
membentuk peraturan-peraturan negare, baik di lingkal pusat, maupun i
tingkat daerah, (2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara,
vang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan menurut kamus hukum Fockerna
Anidreqe Wetgeving, istilan peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai
(a) Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau
tingkat dacrah menurut tata care yang ditentukan, (b) merupakar
keseluruhan peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.

Berdasarkan pengertian kamus hukum di atas A. Hamid S
AHtamimi (Desertasi, 1991) memberikan batasan pengertian peraturan
Perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh
semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu,
biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.

Jimly Asshiddiqgie (2000, hal 15) mengatakan bahwa dalam arti
khusus peraturan Perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis
peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang ke bawah,
yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan
rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan peran
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panerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan
produk legislatif yang ditetapkan olch lembaga perwakilan rakyat bersama-
sama dengan pemerintah menurit fingkatannya masing-masing. [ samping
ity, juga termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan jalah
segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang
dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam
bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Bagir Manan (2003, hal 216) memberikan pengertian peraturan
perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat
yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang vang berisikan
aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan bersifat umum. Peraturan yang
dibuat pejabat yang berwenang misalnya peraturan pemerintah, peraturan
menteri. Peraturan yang dibuat oleh lingkungan jabatan misalnya ketetapan

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah diidentifikasi ciri dari suatu
peraturan perurdang-undangan, yaitu :

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi
mempunyai bentuk dan format tertentu.

2) Dibentuk, ditetapkan dandikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat dacrah. Pejabat yang
berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentan
yang berlaku baik berdasarkan atribusi maupun delegasi dan atau

lingkungan jabatan.

3) Peraturin perundang-undangan berisi aturan pola prilaku, jadi
peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend) tidak
bersifat sckali jolan (eirermshlig).

4) Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak
ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu,

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sevara feuritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat
dikait<an dengan ajaran Hans Kelsen mengenai Stiferbau des Recht atau The
Hirarchy of law yang intinya, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan
berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumberdari kaidah
yang lebih tinggi.
Dalam teori mumi tentang hukum, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum
tidak lain dari sistem hukum positil yang dibuat oleh penguasa. Atau, hukum
tidak lain dari command of the sovereign. Hukum positif dapat terdiri dari
peraturan perundang-undangan sebagai kaidzh umum (generai norm) dan
kaidah-kaidah, yang terjadi karena putusan hakim sebagai kaidah khusus
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(individual norm).

Berdasarkan teori ini, maka stufenbau des rech atau Hirarchy of law
adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan kaidah
mnmkamamapumsmhﬂdmﬁdakdapmduempa&mdmmtam

peraturan perundang-undangan.
Hans Nawiasky (dalam Armen Yasir, 1998, hal, 11-12)

mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatunegara menjadi empat

1) Norma Fundamental Negara (Stastsfundamental Norrm);

2) Aturan Dasar/Pokok Negara (Staatsgrundgeseiz);

3) Undang-undang Formal (Formail Gesetz);

4) Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (Verordnungé& Autonome

satzungen),

Norma fundamental negara/norma dasar merupakan norma tertinggi
dalam negara yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi,
tetapi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara
dan merupakan suatunorma yang menjadi tempal bergantungnya norma-
norma hukum di bawahnya. Norma ini merupakan dasar bagi pembentukan
konstitusi atau Undang-Undang Dasar, termasuk norma pengubahannya.

Aturan dasar atau aturan pokok merupakan kelompok norma
hukum di bawah norma fundamental negara. Aturan-aturannya masih
bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar.
Isi penting bagi aturan dasar selain, garis-garis besar alau pokuk kebijakan
negara, juga terufama ahuran-aturan untuk memberlakukan dan memberikan
kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan perundang-
undangan lain, atau menggariskan tata cara membentuk peraturan
perundang-undangan yang mengikat umum, seperti undang-undang. :

Kelompuk norma hukum yang berada di bawah aturan dasar/pokok
negara adalah undang-undang. Norma hukum dalam suatu undang-undang
sudah merupakan norma hularm vang lebih kongkrit dan terinci serta sudah
dapatlangsung berlaku dalam masyarakat. Norma hukum ini selalu dibentuk
oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislafif dan atau presiden
di Indonesia). T

Kelompok noma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksana
dan peraturan otonom yang terletak di bawah Undang-undang yang
berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
dan terkadang aturan dasar. Peraturan pelaksanz bersumber dari
delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Delegasi wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-
widangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-
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undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebth rendah, baik
pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak (contoh peraluran
pemerintah). Kewenangan bersifat sementara sepanjang kewenangan ni
dapat diselenggarakan atau sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.

Atribusi kewenangzan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-
undangan yang diberikan oleh UUD atau UU kepadasuatu lembaga negara/
pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapal
dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan
batas-batas kewenangan (misalnya kewenangan membentuk undang-
undang, peraturan daerah).

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia,
Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma
hukum yang tertinggi. Pancasila yang dimaksud sebagai mana yang tertuanyg
dalam Pembukaan UUD 1945, Ini berarti pemnbukaan UUD 1945 merupakan
norma dasar yang derajatnya tertinggi dalam negara.

Pasal-Pasal-dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Putusan MPR serta
dalam Hukum Dasar tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan) merupakan
aturan dasar atau aturan pokok negara vang merupakan landasan bagi
pembentukan Undang-undang dan peraturan pelaksana lain yeng lebih
rendah. Sedangkan Peraturan Pelaksana dan Peraturan otonom dimulai dari
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan dan atau keputusan
Menteri, peraturan daerah, peraturan desa dan sebagainya.

Berdasarkan Ketetapan MFR No. [II/MPR/2000, Pasal 2 tata urutan
peraturm perundangan Republik Indonesia adalah :

Undang-undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturan Dacrah

Khusus mengenai peraturan Daerah di dalam Pasal 3 ayat (7) Tap
MPR No. Il Tahun 2000 disebutkan ada tiga jenis peraturan daerah, yaimu

Selain tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, masth
terdapat peraturan perundangan lain sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat
(2) Tap MPR No. HI/MPR/2000, yaitu Peraturan atau Keputusan Mahkamiah
Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan,

S N A
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Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah.
Peraturan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) ini tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perzturan perundang-
undangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2.

Persvalan yang timbul adalah badan/lembaga yang dinyatakan di
dalam Pasal 4 ayat (2) Tap MPR No. II/MPR/2000 di lihat dari kedudukannya,
ada vang sederajat dengan lembaga presiden dan Menteri. Kalau
bertentangan dengan peraturan daerah atau desa yang manakah
dimenangkan. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentunya peraturan
daerah atau desa dimenangkan tapi bila dilihat dari lembaga yang
membuatnya kedudukannya lebih tinggi dari pemerintah daerah atau desa.
Apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang
dimaksud Pasal4 ayat (2) kedudukannya lebih tinggi?. Bila lebih tinggi, maka
ketentuan Pasal4 avat (1) Tap MPR No. IIl yang menyatakan “sesuai dengan
tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum
yang lebin rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi”.

Pandangan demikian di dasarkan pada prinsip delegasi
kewenangar, sehingga jenis peraturan perundang-undangan sclain yang
ditentukan pasal 2 Ketetapan MPR No. Il Tahun 200 diakui k
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Prinsip yang dianut cleh Fasal 4 ayat (1) Tap MPR itu menunjukkan
bahwa Teraturan perundang-undangan di atas merupakan suatu hirarkhi
karena dari peraturan yang lebih tinggi ada proses pengkongkritan, dari yang
abstrak menjadi hal yang kongkrit, peraturan yang lebih rendah tingkat
kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan vang lebih
o

Konsekuensi dan fungsi pengaturan tata urutan peraturan
perundang-undangan, menurut Bagir Manan (2003, hal 211), yaitu:

1. peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber
atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan
tingkat lebih tinggi:

2. isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih
renclah tidak boleh menymmpangi atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebili linggi, kecuali apabila peraturan
perundang-undangan yang lebih tingg: dibuat tanpa wewenang atau
melampaui wewenang. .

Dengan demikian prinsip penjenjangan suatunorma sesuai dengan
prinsip pembentukan norma. Peraturan perundang-undangan bawahan
senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi. Pembentukan norma suatu undang-undang
misalnya, harus sejalan dan searah dengan norma dasar atau norma
fundamental negara.
Kesesuaian ngpma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga
nampak dalam sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas-asas
tersebut biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum.
PW. Brouwer. etal. (dalam Yohanes Usfunan, desertasi, 1998; 173)
menychbutkan asas-asas penyelesaian konflik hukum yang dikenal dalam
iimu hukum antara lain:
1. asas Lex Superior (Lex Superior derogat legi Inferiori): Undang-undang yang
lebih tinggi mengalahken yang lebih rendah
2. asas Lex Specialis (Lex specialis derogat legi generali) - [h'ndang—mﬂangmusus
mengaiahk:m yang umuim.
3. Asas Les Posterior (Lex Posterior derogat legi priori)  Undang-undang yang
kxemudian mengalahkan yang terdahulu.
Berdasarkan pendapat di atas, sebagai konsekuensi prinsip-prinsip
tata urutan peraturan perundang-undangan, maka perundang-undangan

yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi

scbaliknya peraturen perundang-undangan yang lebih tinggi dapatl
mengubah atan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah. Begitu juga Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak
mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lcbih Hinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh
peraturan perundang-undangan yang lebth rendah.

Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, tetapi sebaliknya mater: peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah dapat diatur dalam peraturan perundang-

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang
merupakar. formell Geselz (Undang-undang) dan zerordnung & autonome
safzungen (peraturan pelaksana dan peraturan otonom) yaitu peraturan
perundang-undangan yang dibentuk DPR bersama-sama presiden (yaitu
UU) dan peraturan perundang-undangan yang dibéntuk lembaga
pemerirtahan lainnya yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah
atas perintah undang-undang.
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DalamPasal 7 ayat (1, 2 dan 4 dan 5) UU. No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis, hirarkhi
dan kekuatan hukum peraturan perundang-

1. jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berilut:

1) UUD RI Tahun 2945

Z2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
.. un

J) Perc‘cllatlrfan Pemerintah

4) Deraturan Presiden

5) Peraturan Daerah. Peraturan Dacrah Meliputi :

6) Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

8) Peraturan Desa.

2. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
padaayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan olch peraturan perundang-undangan
vang lebih tnggi.

3. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan
hirarkhi sebagaimana dimaksud avat (1).

Sedangkan di dalam UU. No. 32 terdapat juga Peraturan Kepala
Daerah (Pasal 146) untuk melaksanakan peraturan daerah dan atau atas kuasa
undang-undang, Dan Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah (sudzah tidak berlaku) dan PP. No. 20 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan
PP No. 25 Tahumn 2004 Tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Tata Tertib
DPRD, terdapat produk hukum lain, yaitu Keputisan DPRD. Keputusan
Pimpinan DPRD yang sebenarnya masuk dalam lapangan hukum
administrasi negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD itu sendiri,
namun sering juga disedut peraturan.

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indones:a yang
merupakan formell Gesstz (Undang-undang) dan verordiung & aulonome
salzungen (peraturan pelaksana dan peraturan otonom) yaitu peraturan
perundang-undangan yang dibentuk DPR bersama-sama presiden (yaitu
UL) dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk lembaga
pemerintahan lainnya yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah
atas perintah undang-undang.
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Dengan demikian, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di
Negara Republik Indonesia adalah :
A Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung termasuk Peraturan atau
Keputusan Mahkamah Konstitusi
1) Peraturan atau Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
2) Peraturen atau Keputusan Menteri
3) Peraturan atau kepumsan Bank Indonesia
4) Peraturan atau Keputusan Badan, Lembaga atau komisi yang
setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah.
B. Peraturan Perundarg-undangan di Tingkat Daerah
1. Peraturan Daerah Provinsi,
2. Peraturan Kepala Daerah Provinsi
4. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD (sepanjang
memenuhi unsur-unsur peraturan penmdang-undangan
1) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
2) Peraturan Kepalz daerah
3) Keputusan Kepala Daerah Kota/Kabupaten
4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DFRD

N

5) Peraturan Desa
6) Keputusan Kepala Desa

2. Asas Peraturan Perun
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya,
serta di dalam Ketentuan Pasal 137 dan Pasal 138 ULl No. 32 Tahun 2004
terdapat ketentuan tahwa dalam membentuk peraturan perundang-
undangan (Perda) harus berdasarkan asas pembentukan peraturan
pen.mdang-m'idangan yang baik yang meliputi:

Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunvai tujuan yang jelas yang hendak

dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya setiap
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jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

‘pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

‘perundang-undangan yang tidak dibuat oleh pejabat pembentuk yang

berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

3. Kesesuaian anfara jenis dan materi muatan; maksudnya bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
Perundang-undangan.

1)

2)

3)

4)

Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektititas peraturan
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis,
yuridis maupun sosiologis.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa setiap
peraturan perundang-undangandibuat karenamemang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum jelas dan mudah
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses pembentukar
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
sehingga peraturan perundang-undangen sebegai sarana yang
maksimal untuk mencapai kesejphteraan dapat lebih terwujud,

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung
asas

Selain asas asas diatas, terdapat asas lamn sesuai dengan bidang hulum

peraturan perundangndangan yang bersangkutan, antara lain; dalam
hukum pidana misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa
kesalahan, asas praduga tak bersalah, asas pembinaan nara pidana. Dalam
hukum perdata, misalnya dalam hukum perianjian antara lain terdapat
asas kesepakalan, asas kebebasan berkontrak dar asas itikad baik.,
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1) Asas-asas atau prinsip hukum (gencral principles of law) yang juga ‘
harus diperhatikan dan diperlukan dalam penyusunan suatu |
peraturan perundang-undangan adalah |

2)  Asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunva
daripada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dan |
sebaliknya Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak |
boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan vang
dengan ULD 1945;

3) Asas lex specialis derogat legi generali, yaitu Peraturan Perundang-
undangan khusus didahulukan berlakunyz daripada Peraturan
Perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap
peraturan perundang-undangan yang setingkat. Misal, antare UU
tentang perbankan dan UlLJ tentang perseroan terbatas, maka
ketentuan UU perbankan didahulukan berlakunya terhadap bank
yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dari pada UU Perseroan
Terbatas.

4) Asas lex posterior derogat legi priori, Peraturan Perundang-
undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang
terdahulu. :

5) Asas lexneminem cogit ad impossobilia, yaitu Peraturan Perundang-

tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang
tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan
(vitijcheid).

6) Asas lex perfecta, yaitu Peraturan perundang-undangan tidak saja
melarang suatu tindakan tetapi juge menyatakan tindakan terlarang
ifu batal

7) Asas Non retroactive, yaitu Peraturan Perundang-undangan tidak
dimaksudkan untuk berlaku surut (statues are not intended to have
retoactive effect) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam Pasal 3 algemcene bepalingen van wetgeving (AB) ditentukan
hahwa L] hanya mengikat untuk masa mendatang,

3. Delegasi Wewenang Membentuk Peraturan Perundang-undangan
merupakan perwujudan kengkrit pemikiran negara hukum, khususnyaasas
legalitas yang mensyaratkan setiap kewenangan yang dimiliki badan/peja
tata usaha negara harus diterhukan dalam suatu undang-aamdang. Hal i
berarti delegasi wewenang membuat keputusan harus didasarkanpada s
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undang-undang formal, tanpa pengaturan wewenang ifu dalam suatu
undang-undang, maka delegasi tersebut tidak sah.

Pendelegasian wewenang harus didasarkan pada kaidah hukum
yang Derlaku, ].J. Brugink ( dalam Yohanes Usfunan, 1998; 164)
mengemukakan bahwa kaidah kewenangan adalah kaidah yang menetapkan
oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah prilaku
ditetapkar, dan bagaimana suatu kaidah prilaku harus diterapkan, Jikadalam
suatu kejadian terdapat ketidakjelasan.

Kaidah kewenangan dibagi atas, kaidzh kewenangan publik dan
kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik dapat dibagi atas;
kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan
kehakiman, kewenangan pemerintahan serta kewenangan menurut hukum
perdata.

PVanDijk. Et. AL (dalam Van Apeldooms, 1985; 97) mengemukakan
bahwa “dalam Undang-Undang Dasar Belanda delegasi wewenang
pembuatan undang-undang dikenal tiga macam delegasi yaitu; pertama;
pendclegasian wewenang yang dilakukan melalui undang-undang kepada
raja. Kedua; delegasi wewenang dengan undang-undang kepada badan/
hmhﬂﬁ?mgditlmiukdmkeﬁga:ddegaﬁinﬁlalm perjanjian dengan badan
vang mewakili rakyat.

Berdasarkan pendapat di atas, bila dihubungkan dengan Undang-
Undang Dasar 1945, maka UUD 1945 mendelegasikan kewenangan
pembentukan peraturan perundang-undangan kepada presiden
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: ayat
(1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, ayat (2) “Presiden menetapkan Peraturan Pemerinzah
untuk menjalankan undang-undang. Pasal 22 ayat (1) menyatakan” Dalam
hal ihwal kegenlingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.

Delegasi kepada badan/lembaga dapat dilihat dari ketentuan Pasal
20 ayat (1 dan 2) UUD 1945, yaitu :ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Ayat (2) “Setiap
fancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan rekyat dan
Presidea untuk mendapat persetujuan bersama”. Di sini dapat dilihat bahwa
DPR adalah lembaga yang ditunjuk untukmembentuk undang-undang dan
fiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden.

Sedangkan delegasi harus berdasarkan perjanjian yang disyaratkan
UUD dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1 dan 2) yang

4myalakm bahwa: ayat (1) “Presiden dalam membuat perjanjian
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internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyal yang berkait dengan beban keuangan negara dan/
atau mengharyskan perubahan atau pambentukan undang-undang ha
dengan persetujuan DPR” ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut tentang perjanji
internasional diatur dengan undang-undang”.

Selain delegasi kewenangan kepada Presiden dan DPR, UUL 194
juga memberikan delegasi kewenangan untuk membentuk peraturag
perundang-undangan lain di bawah undang-undang scbagaimang
ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan hahwa “Pemerintal
daerah berhak menetapkan peraturan daerahdan peraturan-pemml .
untuk melaksanakan otonomi dan tugas

Berdasarkan pandangan di atas, maka, di dalam UUD 1945 se
jelas mengatur tentang pendelegasian pengaturan ke dalam per
perundang-undangan dan juga menentukan badan yang ;_.
membentuknya.

Di samping pendelegasian kewenangan pembentukan peraturar
perundang-undangan berdasarkan UUD, dansesuai teori tata jenjang norm
dikenal juga pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepadi
peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan menteri da
peraturan lainnya, Pendelegasian kepada peraturan ini biasanya perincia
yang bersifat teknis administratif.

Dengan adanya delegasi kewenangan dl atas, maka setia
administrasi negara pada dasarnva memiliki kewenangan mengatur ¢
samping menyelenggarakan pemerintahan. Tetapi, karena administra
negara sebagai suatu susunan organisasi baik secara horizontal atau vertika
ada pembatasan-pembatasan wewenang untuk mengatur.

Di lingkungan Pemerintah Pusat, wewenang mengatur ters
ada pada menteri. Jabatan dibawah menteri tidak lagi berwenang membus
keputusan yang bersifat mengatur dalam arti sebagai peraturan perundang
I.mdangan, karena ]ﬂbﬂﬂl’l ini fidak ]ﬂg memegang wewenang kebnaka
umum, melainkan hanya sebagai pelaksana. Kalaupun badan ini membu
peraturan, semata-mata sebagai aturan kebijakan yang bertujua
melancarkan pelaksanaan tugas dalam lingkungannya untuk mencap:
tujuan vang telah ditetapkan.

4. Kaidah-Kaidah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Joeniarto (1980; 15) mengatakan secara substansial isi dari sua
hukum positifharus mencerminkan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. |
hukum positif harus mencerminkan nilai filosofis mengandung arti pm'ah
perundang-undangan isinya harus mencerminkan keadilan dan k



mengeluarkan peraturan.

4) Landasan politis, merupakan gars kebijakan politk yang menjadi
dasar selanjutnya bagi kebinasaan - kebijaksanaan dan pengarahan
ketatalaksanaan pemerintah negara. Dengan demikian landasan
politik, dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh
Pejabat/l embaga yang berwenang dapat berjalan sesuai dengan
fjuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan lingkungan berlakunya hukum, sesuai dengan teori hukum
ada empat hal vaitu :

1) Lingkungan kuasa tempat; berlakunya aturan hukum dibatasi oleh
ruang atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum im berlaku untuk
suatu wilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari
wilayah negara. Daerah kekuasaan berlakunya suatu peraturan
perundang-undangan dapat meliputi wilayah negara, tetapi untuk
suatu keadaan fertentu suatu materi tertentu hanya diberlakukan
untuk suatu wilayah tertentu pula. Suatu peraturan daerah hanya
berlaku umtuk suatu daerah tertentu saja.

2) Lingkungan kuasa persoalan; Persoalan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang
diatur. Apakah persoalannya adalah persoalan publik, privat,
pa'dafa atau pidang, tata negara dsb. Materi tersebut menumnjukkan

masalah atau persoalan yang diatur.

3) Lingkungan Kuasa Orang; Suatu peraturan mungkin hanya
diperlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau
penduduk tertentu, kondisi inimemperdihatkanadanya pembatasan
mengenai orang. Undang-undang Tenaga Kerja, PNS, Pajak asing
dan sebagainya menunjukkan bagi kelompok orang yang
diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

4) Lingkungan kuasa waktu; menunjukkan kapan suatu peraturan
perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa
tertentu atau untuk masa tidak tertentu, mulai berlakunya suatu

| peraturan ditentukan oleh waktu.

2 Pemerintahan Daerah
| Menurut C.F. Sirong (2004; 109) Negara Kesatuan ialah bentuk

pegara di mana wewenang legislatif tertinggi di pusatkan dalam satu badan
tm.elI::fr|.msm:c::nrunll,(;::w.:av.tl:. Kelkuasaan terletak padaPt-n'uenn!ahPusatdmt:dak

a Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk
_' | sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak
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Nilai yuridis artinya snatu peraturan perundang-undangan isinya harus
sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Hukum positif harus memuat aspek
sosiologis artinya peraturan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. :

Dasar utama pembuatan keputusan adalah kebutuhan, berdasarkan
kebutuhan disusun rencana, program dan lain sebagainya. Setelah itu baru
dasar-dasar lain seperti dasar kewenangan, suatu keputusan tanpa wewenang
adalah batal demi hukum dan dasar-dasar membentuk keputusan atau
peraturan yang baik dan benar.

Di dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan
ditentukan bahwa; pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah
memperhatikan kaidah kaidah pembentukannya, yaitu :

1) Landasan Filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang
menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan
ke dalam suatu rencana atau draf peraturan perundang-undangan
Dalam menentukan landasan filosofis ini yang harus diperhatikan
adalah bahwa setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki
pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika. Meraturan
perundang-umdangan yang dibeniuk hanya didasarkan ide/cita-cita
pembentuk peraturan perundang-undangan saja lanpa
memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tidak akan
chitaati atau dipatuhi. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk
haruslah mencerminkan filsafar hidup atau sekurang <urangnya
tidak bertentangan dengan nilai moral atau ctika yangada di tengah-
tengah masvarakat.

2) landasan sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan agar
ditaati oleh masyarakat, harus dibuat dan dapat dipahami oleh
masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang
bersangkutan atau dengan kata lain hukum yang dibuat olehnegara
harus sesuai dengan hukum kebiasaan, kebutuhan masyarakat dan
juga harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di
tengah masyarakat seperti nilai-nilai, kecenderungan, harapan
sehingga dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan
perundang-undangan yang berorientasi kepada masa depan.

3) Landasan Yuridis, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar
hukum bagi pembuatan peraturan termasuk di dalamnya
kewenangan pembuatan peraturan penmdang-undangan, apakah
kewenangan seorang pejabat atau badan/lembaga. Dasar ini sangat
penting sebab bila tidak disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan seorang pejabat atau badan/lembaga tidak berwenang
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otonomi. Dari pandangan ini, kekuasaan Pemerintah Pusat tidak dibatasi
karena tidak mengakui adanya badan legislatif selain legislatif pusat yang
mempunyai supremasi pembentukan undang-undang untuk mengatur
seluruh negara. Ini berarti juga penyelenggara kekuasaan negara harya satu
(Pemerintah Pusat) dan membawahi segala kekuasaan yang ada dalam
wilayah negara, bersifat totalitas serta idak ada kesamaan derajal kekuasaan

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa prinsip yang
terkandung dalam Negara Kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan
tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat tanpa adanya
gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada
Pemerintah Daerah. Di samping itu di dalam Negara Kesatuan terdapat asas
bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemermntah Daerah, sehingga umisan-urusan negara dalam Negara Kesatuan
tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di
negara ituadalah Pemerintzh Pusat. Ini berarti Peerintah Pusat mempunyai
wewenang sepenuhnyadi dalam wilayah negara, meskipun wilayah negara
itu dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bagian negara itu
sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan asli. Sri Soemantri (1981;52)
menyatakan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat <epada
daeral-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinva,
-akan tetapi karena masalah itu merupakan hakikat Negara Kesatuan.

Ualam Negara Kesatuan biasanya dalam Undang-Undang Dasar
(UUD) atau konstitusinya terdapat suatu ketentuan yang memberikan
daerah-daerah dan menyerahkan wewenang tertentu pada daerah, tetapi
baik mengenai batas-batas daerah maupun mengenai kekuasaan dapat
dihapuskan, diubah di tambah atau dikurangi karena dalam negara yang
berbentuk kesatuan hanya ada satu pemerintahan yang mempunyai
kekuasaan yang langsung bersumber pada Undang-Undang Dasar alau
konstitusi, yaitu pemerintahan persatuan, sedangkan kalau ada
daerah mempunyai kekuasaan. maka semua kekuasaan itu di dapat dan
Pemerintzh Pusat atas dasar Undang-undang biasa.

Struktur Negara Kesatuan yang melaksanakan desentralisasi dapat
dipandang sebagai tatanan politik dan sebagai tatanan administratif. Sebagai
tatanun politik, karena struktur yang demikian merupakan wadah
pengembangan demokrasi pemerintahan di daerah yang infinva ialah
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sesuai dengan aspirasi

t daerah. Tresna (Dalam M. So],l}f Lubis, 1983; 87) menyebut
desentralisasi sebagai perwujudan asas demokrasi di dalam pemerintahan
negare, dengan mana diberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta
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memikul tanggung jawab, dengan memakai saluran-saluran tertentu. Sebagai
tatanan administratiz, karena struktur yang demikian adalah sarara potensial
bagi kekuasaan sentral untuk dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan
tata laksana pemerintahan Negara Kesatuan di daerah.

Suatu negara dengan wilayah yang luas tidak akan dapatmengelola
pemerintahannya secara efektif dan efisien hanya dari pusat. Untuk itu
dirasakan adanya kebutuhan untuk membentuk pemerintahan tingkat lokal
(sub-national government ) melalui kebijakan desentralisasi. Keberadaan
Pemerintah Daerah sebagai salah satu perwujudan dari kebijakan
desentralisasi merupakan upaya dan benteng utama untuk mengurangi
teradinya sentralisasi.
mode! efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Dalam model ini
mengandung makna adanya kebebasan berprakarsa untuk mengambil
keputusan atas dasar aspirasi masyarakat setempat (lokali) tanpa kontrol
pemerintah.

Prinsip penyelenggaraan desentralisasi demikian mengandung
konsekuensi penting dalam konfigurasi hubungan hirarkhi antara level
pemerintah, yaitu pertama, kebebasan berprakarsa untuk mengambil
keputusan atas dasar aspirasi masyarakat setempat berkenaan dengan
pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan yang menyangkut
masyarakat setempat. Kedua; hubungan Pemerintah Daerah otoromdengan
Pemerintah Pusat bersifat sub ordmate (hirarkhi) dan dependent
(ketergantungan). Untuk fungsi pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dilaksanakan oleh daerah
otonom melainkan dijalankan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi.

Dengan demikian kewenangan otonemi Daerah di dalam Negara
Kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah
untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa
mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh, walaupun
tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang luas
kepada daerah.

DalamPasal 1 ayat (7) UU. No, 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewena
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk menga
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatu
Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (6) menyatakan Daerah otonom, selanjutny;
disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai ba
belas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus uru

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 1 ayat (5) menyatakan Otonomi Daerah adalah
‘hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
sctempat menurut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlakn.

Batasan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penyerahan
wewenang oleh pemerintah pusat adalah kepada daerah otonom yang
mempunyai batas-batas wilayah tertentu, daerah otonom yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat namun tetap dalam koridor sistern negara kesatuan.

Menunit ketentuan U1 No 32 tahum 2004, pelaksanaan fimgsi-
fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah
yaitu Femerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat dacrah. Kepala Dacrah dan
wakil Kepala daerah dipilih langsung oleh rakvat vang persyaratan dan ‘ata
caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. UU. No. 32
Tahun 2004 menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerntah oleh Pemenntah kepada Gubemur sebagai-wakil Pemerintah
dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayal lertentu. -

Dari ketentuan ini diketahui bahwa Kepala daerah Provinsi, yaitu
gubernur selain berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, juga
beﬂ:edudukansabagmwakﬂpemermt&hpusatdldaerah. Sebagai Wakil
Pemerintzh di Daerah Gubemur mempunyai tugas untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Konstruksi di atas menunjukkan prinsip hubungan antara
Pemerintah Pusat dan daerah bersifat hirarkhi dan vertikal, sehingga
tercermin delegasi wewenang kepada daerah membutuhkan
pertangzgungjawaban. Prinsip ini menunjukkan terdapat pola hubungan
kekuasaan antar organisasi, yaitu antara Pemerintah Pusat dengan Femerintah
Provinsi; antara Pemerinteh Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,

| Pola hubungan ini merupakan penyelenggaraan desentralisasi yang
diaktualisasikan dengan keberadaan local self goverment, sedangkan pola
hubungan kekuasaan intra organisasijuga tercermin dari hubungan instansi

[pmat departemen atau lembaga pemerintah non departemen dengan
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orgarisasi (instansi) vertikalnya di daerah. Pola hubungan ini merupakan
penyelenggaraan dekonsentrasi.

UU. No.32 Tahun 2004 menentukan babwa; Dewan Perwakilan Rakyat
daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintah daerzh
dan DPRD merupakan hubungan kerja vang berkedudukan setara dan
bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara
lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan
sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin di dalam membuat
kebijakan daerah berupa peraturan daerah.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD
adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijzkan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing
sehingyaantara kedualembaga itu membangun suatu hubungan kerjayang
sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu
sama lain dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

IIL. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelilian

Mengingat penelitian ini ingin mengungkapkan masalah faktual
tentang arti dan makna Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005yang -
menyikapi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 437K/ TUN/2004 dan
untuk memberikan jawab apakah aturan hukum positif pada saat sekarang
dapat dipergunakan sebagai dasar dan kewenangan DPRD untuk mengambil
bagian terhadap polemik politik yang berimplikasi pada hukum yang akan
penelitian hukum normatif (legai researrch).

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis,
melalui pendekalan ini akan dinilai konstitusionalitas dari segala tindakan
yang diambil oleh DPRD Lampung. Pendekatan yuridis yang digunakan
baik : pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan yvang didasarkan pada
ketentuan-ketentuan resmi peraturan perundang-undangan dengan
menggunakan dua macam penafsiran; penafsiran tersirat dan penafsiran
tersurat, maupun pendekatan yuridis dogmatis yang melihat semata-mata
isi peraturan perundang-undangan.
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3. Sumber Data

Data Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, untuk memperkaya khasanah pemikiran, dilakukan
juga data primer yang didapat dari diskusi kelompok dengan pemerhat,

akhvis dan media massa

=T

Data Primer yang bersumber dari bahan hukum primer, meliputi :

a. UUD Negara Rl Tahun 1945

b. Ketetapan MPR No. Il Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan;

¢.  UU. No. 22 Tahun 199¢ Tentang Pemerintahan Dacrah;

d. UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Dan Bebas dari KKN;

e. UU. No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan
Deerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahy;

. UU. No. 12 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum Anggcta Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi;

UUL No. 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah;

UU. No. 10 Talwn 2004 Tentany, Pembentukan Peraturan Perundany-

undangan;

PF. No. 6 Tahun 2004 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Putusan Mahkamah Agung RL. Reg. No. 437K, TUN/2004;

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No.; 161.27,598 Tahun 2003;

Keputusan DI'RD Lampung No. 1 Tahun 2003 Tentang ['enetapan Calon

Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provirsi Lampung;

Keputusan DPRD Lampung No. 47 Tahun 2004 Tentang Penetapan

Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung;

-

0. Kepumsan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005 Tentang Pernyataan

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Terhadap Mutusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 437K/TUN/2004;

Sedangkan data primer yang bersumber dari bahan Hukum Sekunder
adalah teori hukum, dokumen hukum, pendapat dan atau opini para

- pakar hukum dan politik, dan surat kabar, yaitu :

a. Teon perundang-undangan;
b. Teori lata jerjang norma;
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Teori Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan Negara
Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 121.27/2989/5]; Surat Kabar; Kompas,
Media Indonesia, Tempo, Radar ampung, Lampung Postdan | amp

Ekspres.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data Kepustakaan dilakukan melalui iventarisasi
berdasarkan subiect heading dengan menggunakan sistem kartu yong
di dalam kartu meliputi argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta
konseicuensi dan alternatif pemecahan masalah. Untuk memperkaya
informasi dilakukan serangkaian diskusi kelompok yang dilakukan secz
bebas namun terfokus terhadap obyek penelitian dengan berbagai
kalangan antara lain; akademusi, pemerhati hukum dan politik, pers,
aktivis dan sebagainya. Data yang terhimpun dani diskus dilakukan
pokok penelitian.
5. Teknik Pengolahan Data.

Data yang telah terkumpul diperiksa kembali kelengkapen, ke
dan kehenarannya dengan memperhatikan relevansi rlmgan]r-n?hhm g

diklasifikasikan menurut bidang bahasan dan disusun secara sistematis
hingga siap untuk diaralisis.

o 0

6. Teknik Analisis Data _

Data dianalisis secara diskriptif kualitatif dengar. penekanan pad
analisis yuridis. Cara berpikir ditempuh secara nunfun dan runtut gun
mempercleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan pangkal penelitia

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Keputusan DPRD Lampung

Untuk menyikapi manuver-manuver politik maupun h
dengan berbaga: dalih yang dilontarkan oleh berbagai Pakar baik di bidang
hukum maupun politik dari berbagai kalangan (Praktisi, Akademisi
Pengurus Partai Politik, tim sukses dan sebagainya) baik di tingkat nasiona
maupun dacrah pasca Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 43 .
2004, membuat DPRD Lampung yang dipelopori oleh 20) (dua puluh) anggot
DPRD dari Fraksi Golkar mendesak agar DFRD Lampung mengambil sil
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terhadap Putusan Mahkamah Agung i1

Kalau dilihat diri isi dan substans: Putusan Mahkamah Agung RI
Reg. No. 435K/TUN/2004 tidak ada yang berhubungan baix langsung
maupun tidak langsung dengan DPRD. Tetapi DPRD Lampung mempunyai
pendapat lain, karena berkailan dengan eksistensi mantan calon t(?_l'pllﬂ‘l
gubernur Periode 2003-2008 yang pemah ditctapkan olch Lembaga ini
sebagai calon terpilih gubernur. Pasangan Alzier Dianis Thabrani- Ansyori
Yunus, ditetapkan dengan Keputusan DPRD  No. 1Tahun 2003, diusulkan
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat menjadi
Gubernur. Namun dalam perjalanan pergulatan politik pada waktu itu
keputusan DPRD tersebut dianulir dan dibatalkan vleh Menteri Dalam
Neger-i.

Kemudian ditanggapi oleh DPRD Lampung dengan melakukan

ulang Gubermur dan Wakil Gubemnur dan Pasca Pemilihan Ulang
Gubermnur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, DPRD Lampung
mencabut Keputusannya No. 1 Tahun 2002 dengan Keputusan DPRD No.
47 Tahun 2004,

Desakan 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Lampung untuk
menyikapi Putusan MA akhimya ditanggapi oleh Pimpinan DPRD dan
diagendakan oleh Panitia Musyawarah untuk diparipumakan. Mulanya
Paripurna yang akan dilakukan oleh DPRD hanya Menanggapi dan membuat
pemyataan pendapat terhadap Putusan Mahkamah Agung, namun putusan
“akhir DPRD jauh dari tanggapan melainkan telah membuat suatu putusan
hukum (lihat halaman 51)

Berdasarkan keputusen DPRD di atas dihubungkan dengan landasan
feoriti< yang ada, dapat dikatakan bahwa keputusan DPRD Lampung No.
15 tahun 2005 di dasarkan kepada usulan pemyataan pendapat 20 orang
‘anggota DPRD Lampung atas Putusan Mahkamah Agung Rl Reg. No. 437K/
TUN/ 2004, yang di dalam rapat paripurna DI'RD Lampung diputuskar
menjadi pernyvataan DFRD Lampung merupakan Keputusan Resmi DPRD
dan bukan semata merupakan peryataan pendapat, namun lebih dari suatu
pemnyataan pendapat karena berisikan suatu keputusan hukum dan
keputusan politik vang dituangkan dalam bentuk format hukum Keputusan
DFRD r

Secara hukum Keputusan DPRD Lampung telah melanggar berbagai

. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melampaui kewenangan

vang ada padanya, hal ni tergambar dalam analisis berikut:

1. Politik Hukum dari Keputusan DRPD Lampung No. 15 Tahun 2005
(dasar Menumbang) tidak jelas karena tidak memuat, dasar filosofis,
yuridis maupun sosiologis) sehingga bertentangan dengan asas “dapat
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chlaksanakan”) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 huraf d UU.
No. 10 Tahun 2004.

Keluarya Keputusan NDPRD tersebut hanya didasarkan kepad
usulan pernyataan pendapat 20 crang anggota DPRD Lamp
(Konsiderans) bukan atas kehendak masyarakat' Lampung secar
keseluruhan. Sedang secara faktual tidak ada tuntutan atau '
kepercayzan masyarakat terhadap Gubernur ateu  Wakil Gubemul
Lampung dan tidak pernah DPRD menggunakan hak angketnya ata
krisis kepercayaan masyarakat itu serta mengajukan hasi
penyelidikannya kepada pihak aparat penegak hukum. Saru-satunvs
dasar adalah kehendak politis perseorangan dari anggota DPRD
Konsiderans atau politik hukum keputusan DPRD tidak dida
kepada kebutuhan dan kemanfaatan keputusan itu, lwul ini jela
bertentangan dengan UU. No.10 tahun 2004 ( asas Kedayagunaan da
Kehasilgunaan) dan UU. No. 12 Tahun 2003,

Di dalam UU. No. 12 Tahun 2003 Pasal6 ayat (1) yang menyataka
bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, Lampung dan DPRI
Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional denga
daftar calon terbuka, Pasal 46 ayat (1) huruf b yang imenyatakan bahw
Daerah Pemilihan anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten/Kota ata
gabungan Kabupaten/kota sehagai daerah pemilihan, dan di dalam Pas
65 dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD mewakili rakyat dari daer
pemilihan. Di dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 40 UU. No..32 Tahun 20X
dinyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daers
dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahz
daerah.

Sehingga tidak dapat dan tidak henar kehendak politik perseorangz
dari anggota DPRD mengatasnamakan masyarakat Lampung. Guberr
dan Wakil Gubernur Lampung bukanlah Gubernur dan Wakil Gubern
Anggota/DPRD atau Gubernur Partai Politik, ia adalah Gubernur dz
Wakil Gubernur seluruh masyarakat Lampung secara kesehuruhan. i
berarti politik hukum (konsiderans) keputusan DPRD di atg
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud da
kehendak masvarakat Lampung secara keseluruhan.

Tujuan, mareri muatan serta kejelasan materi muatan dari Keputuse
DPRD Lampung No. 15 Tahun 2004 tidak jelas; apa yang dimaksu
dengan pemyataan pendapat DPRD Lampung terhadap Putusg
Mahkamah Agung RI Reg. No. 437k/TUN/2004 tidak ada (Pasal
Keputusan DPRD). Materi keputusan tidak sinkron dengan Judj
Keputusan. Isijmateri pernyataan DPRD memuat materi Keputusa
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Hukum dan Keputusan Politik (Pasal 2 Keputusan DPRD), 11al ini jelas
melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 [JUJ No. 10 dan
Pasal 137, UU. No. 32 Tahun 2004 yang menentukan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan; terutama asas kejelasan tujuan;
kesesuaian antara jenis dan materi muatan; asas Kedayagunaan dan
kehasil gunaan; kejelasan rumusan.

Sedangkan materi muatan keputusan tersebut melanggar asas
pengayoman dan asas ketertiban dan kepastian hukum serta materi
muatan keputusan DPRD sudah memuat materi Peraturan Presiden
dan atau Materi Keputusan Presiden, ini berarti keputusan DPRD
Lampung bertentangan pula dengan Ketentuan Pasal 11 UU. No. 10
Tahun 2004 serta bertentangan pula dengan asas kelembagaan atau

organ pembentuk yang tepat scbagaimana ditentukan di dalam Pasal
5 huruf b UU. No. 10 Tahun 2004

Sesuai ketentuan UU. No. 32 Tahun 2004 bahwa DPRD merupakan
bagian dan Pemerintahan Daerah, ini berarti DPRD terikar kepada
Ketentuan Pasal 20 UU.  No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 3 UU. No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
KKN, yang mengatur asas-asas penyelenggaraan negara. Berdasarkan
ketentuan uraian poin 1, 2 dan di atas, Keputusan DPRD Lampung No.
15 tahun 2004 melanggar asas Kepastian hukum, asas tertib
penyeienggara negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas
dan asas akuntabilitas.

Keputusan DPRD Lampung No.15 Tahun 2004 dapat dikategorikan
menampikkan Keputusan Presiden RI No. 71/M Tahun 2004 Tentang
Pengangkatan Syachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu sebagai
Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung dengan
menyatakan :

2. Mencabut Keputusan DPRD Lampung No. 47 Tahun 2004 Tanggal
28 Mei 2004 Tentang Penetapan Pasangan Calon TFerpilih Gubsrmur
dan Wakil Gubernur Lampung periode 2004-2009 sebagai dasar
Keputusan Presiden Rl No. 71/M Tahun 2004.

b. Menyatakan tidak mengakui eksistensi gubernur dan wakil
gubemurdan tidak dapat lagi bekerja sama dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan poin b keputusan DPRD di atas dapat diartikan
bahwa DPRD Lampung telah memberhentikan Gubernur dan Wakil
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Lampung yang sah sesuai Keputusan Presiden RI No. 71/M Tahun 2004.
Dalam Ketentuan Pasal 29 UU. No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa;
(1) KepalaDaerahdanfalauwaldlkepﬂladaerahbﬂhmﬁkaqu,
meninggal dunia;
b permintaan sendiri; atau
diberhentikan.
{2} Kepnhdamahdmﬂamummkﬂkepahdam‘ahsehagmm dimaks d
avat (1) huruf ¢ diberhentikan karena;
a. berakhir masajabatannya dan telah dilantik pejabat yang bz
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanju
‘bema]ﬂngmtempmaberhmltwmﬁ(ﬁum) lan,
¢. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah;
d. Dﬂqmtahlndangmmqﬁﬁmpphﬂmhqﬂadamh

e. Tidakmdakmnakankewa,lhankzpahdwnhdmuamn S

kepala daerahy;
[. Whar@nbagikqmladmzhdmatauwaﬁ ——"

3) Pan]::erl‘mttankq:ahdmhdmfaﬁu wakil kepala daerah sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat {Z)humfa da
huruf b diberitahukan oléh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalan
rapat paripumna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. _

(4) Pemnberhentian kepala daerahdan/atau wakil kepala daerah sebagaiman
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan denga
ketentuan :

a.  Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daeral: dinsulka
pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atan wakil kepala
daerah tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji
jabatan, Hidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar
larangan. |

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskaé
melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekuran@®
kurangnya 3/4 (liga perempat) dari jumlah anggota DPRD d@
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-curangnya 2/3 (d
pertiga) dari jumiah anggoa DPRD yang hadir.

¢ Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memut
pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setel
permintaan DPRD itu diterima Malikamah Agung dan putusann
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bersifat final

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji
jabatan/dan atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD
menyelenggarakan rapat paripurna DPRD yang dihadiri vleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD
dan putusan diambil dengan persehijuan sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk
memutuskan usul pemberhentian kepala daerah/dan atau wakil
kepala daerah kepada Presiden.

e. Presiden waijib memproses usul pemberhentian kepala daerah dary/
atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari
seiak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 UU. No. 32 Tahun
2004, vaitu ; Dalam Hal Kepala Daerah dan Wzkil Kepala Daerah
menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan
melakukan tindzk pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DFRD
menggunakan hak angket untuk menanggapinya. Penggunaan hak
angket harus mendapatkan persetujuan 5/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD dan putusan berdasarkan persetujuan 2/3 (dua pertiga)
dari anggota DPRD yang hadir.

Apabila ditemukan bukti melakukan tindak pidana DPRD

menyeralikan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum
dan apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling
singkat 5 (lima) tehun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan
atau wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripuma

DFRDD berdasarkan keputusan DPRD, Presiden memberhentikan

kepala daerah dan atau wakil kepala.

Penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana
ditentukan dalam UU. No. 32 diatur di dalam Ketentuan Pasal 123 s/d
Pasal 131 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Dazral.

Berdasarkan ketentuan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP.
No. 6 Tahun 2005 dapat diketahui secara tegas persyaratan
pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala™daerah, prosedur
dan atau tata cara Pemberhentian kepala daerah d:m}ﬁauwalqlkepala

daerah serta kewenangan DPRD yang hanya sebagai mengusulkan



pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melalui
Pimpinan DPRD setelah rapat diputuskan dalam rapat paripurma DFRD
yang sebelumnya telah terdapat Putusan Mahkamah Agung bahwa
Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah telah terbukii melanggar
ketentuan yang ditentukan di dalam UU. No. 32 Tahun 2005 dan FT.
No.6 Tahum 2005 dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hikum tetap sebagaimana diuraikan di atas dan
pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerahhanya dapat
Semua persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak
terpenuhi dan tidak ada yang dijadikan dasar keputusan DPRD
Lampung, Dengan demikian Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun
2005, tidak fmemiliki dasar hukum dan DPRD tidak berwenang
memberhentikan Kepaladaerah dan/atau wakil Kepala Daerah, sehingga
DPRD Lampung dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang
dan telah melanggar Ketentuan Pasal pasal 29 UU. No. 32 Tahun 2005,
dan Pasal 123 s/d Pasal 131 PP. No. 6 Tahun 2005 karena secara hukum
tidak ada satu pasal pun dari dasar Yuridis yang digunakan di dalam
Keputusan DPRD No. 15 Tahun 2005 yang memberikan wewenang
kepada DPRD untuk membuat Keputusan sebagai mana ditentukan cfi
dalam Pasal 2 Keputusan DPRD Lampung tersebut.
Sesuai ketentuan 11, No. 32 Tahun 2004 bahwa gubernur
Pusat di Daerzh, dengandemikian DPRD tidak dapat sewenang-wenang
tidak mengakui eksistensi Gubernur dan Wakil Gubernur, karena tidak
mengaku: tersebut dapat bermakna tidak mengakui keberadaan
pemerintah pusat atau paling tidak tunduk kepada ketentuan

Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005 tidak mengindahkan
dan atau melakukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung
RI Reg, No. 437K/TUN/ 2004. Perlawanan terhadap Putusan Mahkamah
Agung RI oleh DPRD Lampung dapat dilihat dar: isi/materi (Pasal 2)
Keputusan DPRD Lampung: Pemyataan Pendapat DPRD Lampung
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Rl Reg. No. 437K/TUN/ 2004.

Mahkamah Agung adalah lembaga tingginegars; Mahkamah Agung
salah satu lembaga Peradilan Tertinggi yang melakukan Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana ditentukan di dalam Fasal 2¢ UUD 1945.
Kedudukan Mahkamah Agung sederajatdengan Presiden Rl; salah satu

Kewenangannya adalah menguji peraturan perundang-undangan di
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bawah undang-undangan. Peraturan dan atau Putusan Makkamah
Agung dapat disejajarkan dengan paling tidak sama dengan keputusan
Presiden atau Peraturan Presiden.

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 437K/TUN/2004 dalam
Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Menteri Dalam Negeri-R]
melawan M. Alzier Dianis Thabrani, dkk telah menolak gugatan
penggugat selain dan selebihnya, yaitu Agar Menteri Negeri
MenerbitkanSurat PengesahanGubemur dan Wakil Gubemur T amping
Terpilih (2003-2008) dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

a. Menimbang bahwa sekalipun Surat Keputusan a guo cacat hukum
dan karenanya harus dinyatakan tidak sah, namun sebagaimana
telahdipertimbangkan di atas bahwa yang menentukan

. '
+ ¥
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Menyimak Putusan Penolakan Mahkamah Agung di atas dan dasar

pertimbangannya; maka dapat disimpulkan hahwa :

a. Yangmenentukan siapa yang akan diangkat menjadi gubernur dan
wakil gubemur adalah keputusan DPRD yang diusulkan kepada
Presiden oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Gugalan Alzier Dianis Thabrani agar Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan keputusan tentang pengusulan dirinya sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur T ampmg terpilih periode 2003-2008
ditolak dan tidak dimungkinkan lagi menduduk: jabatan sebagai
Gubermnur dan Wakil Gubernur.

. Mengakui dan menguatkan Pemilihan Ulang Guberrur Lampung,



terlanggal 28 Mei 2004 vang dilakukan oleh DPRD Lampung.

d. Lebih menguatkan kedudukan Syachroedin ZP dan Syamsurya
Ryacudu sebagai Gubernur Lampung dan Wakil Cubernur
Lampung sekarang hingga akhir masa jabatannya.

5. Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005 menimbulkan keragu-
raguan berbagai kalangan karena seolah-olah telah terjadi ketidakpastian
hulcum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 2 hurut a dar d Kepulusan
DPRD Lampung.

KeputusanDH(DNn ﬂTdetanﬁaIZBMm?{mmah

n2ka k o
Dengan demikian DPRD Lampung ingin memberlakukan kembali
Keputusan DPRD Lampung No. 01 tahun 2003 tanggal 2003 yang telah

dicabutnya sendiri dan dengan keputusan itu pula ia mengusulkan
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan hasil

Pada Hal di ketahui bahwa pada saat Pemilihan ulang lebih dari 93
% (7Dorang) anggota DPRD Lampung mengikuti danmeinberikan suaranya
dalam pemilihan ulang tersebut, baik anggota DPRD yang berasal dari partai
(Golkar, PKB, PAN dan sebagainya) yang menolak pemilihan ulang maupun
disetujui semua pihak terutama anggota DPRD dan ditetapkan hasil
pemilihan ulang sehingga keluarkan Keputusan DPRD No. 47 Tahur 2004.
Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan Gubermur danWakil Guberrur
Lampung periode 2003-2008di dasarkan kepada PT. 151 Tahun 2000 Tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Dacrah yang telah dicabut oleh PP. 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah dan Peraturan Tata Tertib Pernilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur Periode 2003-2008 DPRD Lampung No. 32
Tahun 2002
Sesuai asas hukum (gereru! principles of law) yaitu asas lex posterior derogat
legi priori, maka yang berlaku adalah ketentuan yang baru, yaitu PP. No. 6
Tahun 2005 ini berarti keputusan DPRD Lampung bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 99 PP. No. 6 Tahun 2005 di mana ditentukan bahwa
Pengusulan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubemwur kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan:
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calon terpilih dari KP1ID dan dilengkapi berkas pemilihan untuk
mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan UU. No. 32 Tahur 204 dan
PF. No. 6 Tahun 2005 DPRD tidak mempunyai wewenang untuk
mengusulkan pefantikan gubernur dan wakil gubernur kecuali pengusulan
yang cilakukan oleh DPRD dapat dilakukan tethadap calon gubernur dan
wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam regeri apabila telah
ditetapkan oleh KPUD berdasarkan hasi! pemilihan langsung.

Usulan DPRD Lampung agar calon terpilih gubernur dan wakil
gubernur hasil pemilihan tertanggal 30 Desember 2002 dilantik sebagai
Gubernur dan Wakil gubernur Lampung sesuai dengan Hasil Pemilihan
fanggal 30 Desember 2002 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD
Lampung No. 01 Tahun 2003 tanggal 4 Januari 2003 tidak dapat dilakukan
halini telah dijelaskan di dalam pertimbangan Putusan MA Rl tertanggal 17
funi 2005 bahwa tidak memungkinkan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur lain untuk menduduki jabatan gubernur dan wakil gubemur

Apabila dililiat dari asas-asas atau prinsip hukum (general prinaples of
lrw) Keputusan DPRD No, 15 Tahun 2005 bertentangan dengan asas Lex
Superior derogal legi inferiori, karena melanggar peraturan perurdang-
uncangan yang lebih tinggi tingkainya; bertentangan dengan asas Lex
posterior derogat legi priori; karena ingin memberlakukan UU. No. 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP. 151 Tahun 2000 danmemosisikan
dirinya sebagai DI'RD sebagaimana pernah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan itu dan bertentangan dengan asas norn retroactive,
karena keputusan DPRD ingin diberlakukan sumit sehingga menimbuilkan
ketidakpastian hukum.

Sebagai konsekuensi prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-
undaigan sebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 4 (2) Ketetapan MPR
No. Il Tahun 2000 Tentang Sumber I lukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan dan Pasal 7 UU. No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana peraturan
perundang-undangan yang lebth rendah derajatnya tidak dapat mengubah
atau mengabaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih
linggi, tetapi sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dapat mengubah atau mengabaikan peraturan perundang-undangar yang

Iebih re:\dahdera;amya tidak mempunyai kekuatan hukum atans ﬁmngil:at
@pabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap
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berlaku dan mempunyakekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah,
ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah.

Keputusan DPRD Lampung No.15 Tahun 2005 sudah melanggar
ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi <arenaiia telah
mencabut (Keputusan Presiden RI No. 71 Tahun 2004 dan Putusan
Mahkamah Agung RI Reg. No. 437K/1'UN/ 2004) mengabaikan ketentuan-
ketentuan pera perundang-undeangan yang lebih tinggi (asas, maupun
substansi), m ia g ai kekuats : engikatsemua

iden tentang vang Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan wakil
Gubernur Lampung, justrulebih diperkuat dengan Keputusan MA tersebut
Dengan demidian kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tetap
berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat semua lembaga
dan masyarakat.

Berdasarkan analisis-analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar anggota DPRD (kecuali anggota DPRD dari FPDIF) Lampung
telah melanggar Ketentuan Pasal 65 huruf b UU, No. 22 Tahun 2003 dan
Pasal 45 huruf a UU. No. 32 Tahun 2004 yang berhubungan dengan kewajiban
anggota DPRD, dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 UU. No. 22
Tahun 2003 tentang sumpah dan janji anggota DPRD yang antara lain
mengatakan : yaitu “mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menaati segala
Peraturan Perundang-undangan.

Apabila terdapat pihak yang mempersoalkan hal di atas, maka anggota
DPRD yang terlibat di dalam membuat Keputusan DFRD No. 15 tahun 2005
sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan antar
wakt, sehagaimana ditenhukan Paszal 55 ayat (2) huruf ¢ UU. No.32 Tahun
2004 yang menentukan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu,
karena “dinyatakan melanggar sumpah/janiji jabatan, dan/atau melanggar
kode etik DPRD” yang tentunya melali: mekanisme dan prosedur hukum
yang berlaku.

4. Sengketa Kelembagaan Negara
Ada yang mewacanakan bahwa pasca keluarnya Keputusan DPRD
Lampung, dapat menjadi sengketa Tata Negara di antara lembaga negara.
Apabila ada pihak yang membawanya ke Mahkamah Konstitusi, melalui
mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara dan Konstitusi telah
bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga
penyelesaian masalah tersebut (Refli Harur, Lampung Post 25 Juli 2005).



49

Dasar Pijakan pendapat di atas adalah pendekatan subyek yang
berpekaradan obyek perkara sepanjang persoalan yang dipersoalkanadalah
kewenangan konstitusional atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi
dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi,

Pendapat di atas perlu dikaji secara arif, apakah benar lelah terjadi
sengketa tata negara di antara lembaga negara dalam hal ini Antara Menteri
Dalam Negeri dengan Gubernur dan atau DPRD Lampurig, apakah Menteri
Dalam Negeri, Gubermnur, dan DPRD merupakan Lembaga Negara dan
disebutkan Kewenangannya di dalam UUD 1945 dan apakah benar
Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan Perspalan Gubemur
Lampung?

Untuk menjaweb persoalan di atas, kata kunci yang harus diznalisis
adalah sengketa kewenangan lembaga negara, lembaga negara dan
kewenangan lembaga negara atau dengan kata lain subiyek yang berpekara
dan obyek perkara.

Pasal 24 Cayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Koristitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara vang
Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Ketentuan UUD 1945 di atas ditegaskan kembali dalam pasal 10
ayat (1) huruf b UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 61 UU. No. 24 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

(1) Pemohon adalahlembaga negara vang Kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negaia Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang
dipersengketakan.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya
tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan
yang d:persengketakan sertamenyebutkan dengan jelaslembaga negara
yang menjadi pemohon.

Pasal 65 UU. No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Malkarmnah Agung
tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaganegara yang
u|-.ltewermgarmya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negzra Republik
Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

‘Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat ditentukan bahwa;

@ Lembaga negara yang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga

} negara adalah Mahkamah Konstitusi.
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b. Lembaganegara yang besengketa haruslah kewenangannya diberikan
oleh UUD NRI 1945.
c. 1 embaga negara sebagaimana poin b mempunyai kepentingan langsung
terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
d. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan lembagz negara. |
UUD NRI 1945 tidak menenlukan apakah yang dimaksud dengan
lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD, apabila melihat praktek
ketatanegaraan selama ini yang didasarkan pada TAP MPR No. VII Tahun |
1973 jo TAP MPR No. III Tahun 1978 menentukan adanya Lembaga Tertinggi
Negara, yaitu MPR dan Lembaga Tinggi Negara, yaitu Presiden. Dewan.
Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa
dan Mahkamah Agung. Dengan adanya perubahan UUD 1945
terutama ketentuan pasal 1 ayat (2) kedudukan lembaga tinggi negara di
atas adalah sejajar, begitu juga adanya perubahan Pasal 16 tidak tepat lagi
Dewan Pertimbangan Agung dikategorikan sebagai lembaga negara karena
ia sudah berada di bawah lembaga negara Presiden.
Jimly Asshiddigie (2003; hal 56) menyatakan bahwa yarg dimaksud
dengan lembaga negara adalah semua lembaga negara yang disebutkan
kewenangannya di dalamUUD (constitutionally enirusted). Dalam arti semp:t,,
yang dipahami sebagai lembaga negara di sini adalahlembaga tinggi ne |
yang biasa dipahami selama ini, yaiu DPR dan DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung ditambah Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga baru (DPA sudah ditiadakan berdasarkan Pasal 16 yang:
baru). v
Akan tetapi, dalam arti luas, pengertian lembaganegara di sini ticlak
hanya terbatas pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga
Kepresidenan dan cabang kekuasaan kehakiman, tetapi juga semualembaga
vang kewenangannya tercantum dalam UUD 1945, Artinya, lembaga seperti
Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, BPK, DPR, DPD dan bahkan
pemerintah daerah juga ditentukan kewenangannya dalam UUD. Apab: P
teqad:pemengkahmdahmpmkmkpelaksanaanhewawgamkeu angar
vang ditentukan dalam UUD 1945, maka kewenangan untuk memutus
ada pada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Hakim Konstitusi A. Mukti Fadjar (makalah 2004. hal 9
Lembaga negara merurut UUD 1945 dan disebutkan kewenangannya di
dalam UUD 1945 adalah; MI'R, Presiden (dan Wakil Presiden), DI'R, DPD
BPK, MA, MK Pemerintah Daerah Proviinsi dan Kota/Kabupaten, KPU
Komisi Yudisial, TNI dan Polri, sedangkan lembaga negara lain y \
disebutkan oleh UUD 1545, namun tidak diberikan _
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UUD 1945 adalah Bank Central dan DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Terhadap pandangan di atas dapat dilihat kesamaan dan perbedaannya;
dismi perbedaan yang dilihat perbedaan yang berhubungan dengan konteks
pembahasan adalah bahwa menurut Jimly; DPRD bukanlah lembaga negara
baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, sedangkan menurut Mukti

Fadjar merupakan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan

oleh LUD 1%945. sedangkan persamaannya adalah sama-sama tidak

menentukan bahwa Menteri atau Kementrian adalah Lembaga Negara dan

Sama-sama menyatakan Pemerintah Daerah adalah lembaga negara.

Menurut penulis menentukan posisi menteri tidak sebaga: lembaga
negara adalah tepat, karena menurut kebiasaan selama ini dan menurul
ketentuan Ketetapan MPR sebagaimana di kemukakan di atas tidak pernah

menyatakan bahwa menteri adalah lembaga negara. Begitu juga Pasal 17

ayat (1 dan 4) UUD 1945 tidak menentukan apa yang menjadi kewenangan

‘dari menten-menteri Negara. la hanya menyatakan bahwa menteri-menteri

negara membantu presiden dan membidangi urusan tertentu dalam

pemerintah.

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menyatakan hahwa - -

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesiadi bagi atas daerah-daerah provisi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dankota it mempunyai pemerntahan daerah yang
diatur dengan undang-undany,
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan memirut asas otonomi dan

~ tugas pembantuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
mcialui pemilihan umum.

(#) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing scbagai pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.

(6) Pemerintahan pusal berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

(7) Susunzn dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.

Menurut penulis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah
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menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah cenderung pada Pemerintah
Daerah, sedangkan berdasarkan peraturan Perundang undangan yang
pernzh dan sedang berlaku di Indonesia tentang Pemerintahan Dzerah
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan atau Kepala Daerah bersama-
sama perangkat daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangannya oleh
UUD 1945, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurutasas otonomidan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-
luasnya serta berhak menetapkan peraturan dacrah dan peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga dapatlah diterima
kalau dikatakan Pemerintah Daerah adalah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

untuk DPRD, kalaupun ia dikatakan merupakan lembaga
negara, ia adalah lembaganegara yang tdak diberikan kewenangannya oleh-
UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 hanya menycbutkan bahwa
Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakv:—.t Daerah yang
keanggotaannva dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka wacana yang menghendaki
konflik Gubermur Lampung sekarang di bawah ke Mahkamah Konstitusi
atas dasar sengketa tata negara antar lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD adalah tidak tepat karena tidak ada konflik antarlembaga
negara yang kewenargannya diberikan oleh UUD dan kalaupun kendisi
sekarang dianggap konflik, konflik tersebut bukarnlah konflik artarlembaga
negara vang ditentukan oleh UUD.

Pada dasamva konthk eubermur Lanpune sudan Ders

Khi dengan telah
RS TUNZOCS

E l' '

vang dilangsir adalah membuka Kemball Kasus ersebul melaiul Sengk cta

negara yang kewenargannya diberikan oleh UUD 1945, yang ada adalak
tidak taatnya DPRD pada peraturan perundang-undangan yang berlaky
sehingga dapat dikategorikan perbuatan yang sewenang-wenang dan bzhkan
menentang pemerintah pusat (Presiden). Apabila pemahaman negara
kesatuan yang didensentralisasikan, maka kewenangan daerah dan atau
pemerintahan daerah berasal dari pemerintah pusat dan dapat dicabut
apabila daetah lidak mampu melaksanakan kewenangannya itu.
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V. PENUTUP

1. Kesimpulan

~ Berdasarkan analisis data sebagaimana diuraikan dalam bab-bab
- sebelumnya terhadap permasalahan yang diajukan, dapatlah ditarik
kesimpulan sebagai berikut -

1)

2)

3)

4)

Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tehun 2005 tidak memiliki dasar
hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku positif pada saat sekarang,

DRPR Lampung tidak berwenang untuk menyatakan atau
memutuskan tidak lagi mengakui eksistensi gubernur dan wakil
gubernur dan tidak dapat lagi bekerja sama dalam penvelenggaraan
pemerintahan dacrah. Atau memberhentikan gubernur dan wakil
gubernur dalam masa jabatarmya. Pemberhentian kepala daerah
dan atau wakil kepala daerah hanva dapat dilakukan oleh Presiden.
Keputusan DPRD No. 15 Tahun 2005 telah melanggar asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, sas-asas hukum
urnum dan melampaui kewenangan vang ada padanya. Keputusan
DFRD Lampung bertentangan dengan Kepentingan umum,
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan vang lehih
tinggi dan peraturan perundang-undangan lain, dan bertentangan
dengan Keputusan DPRD Lampung sendiri.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD No. 15 Tahun 2005 tidak
mengakibatkan lerjadinya sengkela kewenangan lembaga negara
baik dilihat dari subyek yang beperkara maupun dari obyek perkara
sebagaimana ditentukan di dalam UUD RI Tahun 2005.

2 Saran-Saran

1)

2)

3)

Agar jangan sampai terjadi ke simpang siuran dan menangkal
g wenargan DPRD Lampung, maka Menleri Dalam
Negeri sesuai delegasi wewenang yang dimilikinva sebagaimana
diatur Pasal 10 (1), PP No. 20 Tahun 2001 Tentang ‘Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penvelenggaraan Pemerintazhan Daerah”, atas
nama Presiden menerbitkan Keputusan Pembatalan Keputusan
DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005,
Perlu ada pengaturan secara legas bagi lembaga pemerintahan
daerah yang mengeluarkan suatu keputusan hukum di luar
kewenangannya yang mempunyai akibat terhadap terganggunya
penyelenggaraan pemerintahan daerah otomatis batal demi hukum.
Dan bagi pthak-pihak yang menggagas dengan menggunakan
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pusat memosisikan dirinya sebagai pembina dan pengawas
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Pendapat Prof Dr. Philipus M. Hadjon, SH, terhadap:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Jl. WR Manginsidi No. 69 Fax (0721) 482166 Tehik Betung 35215

Keputusan 1
DPRD Provinsi Lampung No. 15 Tahun 2005

Tentang:
Pemyataan Pendapat DPRD Provinsi Lampung tethadap
Putusan MA RI
REG. No. ﬁm;m

DEl\ganrahthTHEn‘IMEDPRDPmﬁrﬁilamplmg,

Menimbang:
a. Bahwa sehubungan dengan usulan pernyataan pendapat 20 ]
mggnlaDPRDPrmn&LampmgatasputmmM&R[REG Nu.

dengan kaputusan DPRD Prov. Lampung,.

l. UU No. 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I
ﬂMN@HHWIIﬁN&.ﬁ,Wﬂh&h&HWN a
RI No. 2688),
>, Ul Nin.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR;
DPD, dan DPRD (lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 92, tambahar
lembaran Negara RI No. £310)
3. UU No.32 lahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara RI Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara RI
4437);
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dar
Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Rl
Tahun 2000 No. 54, tambahan lembaran Negara RI No. 3952);

¢ Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Airlangga
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5. PPNo. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman penyusunan peraturan Tata
Tertib DPRD (lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 91, tambahan
lembaran Negara Rl No. #417);

6. Keputusan DPRD Prov. Lampung No. 67 Tahun 2004 tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Lampung,

Memperhatikan:

1. Putusan MA RI REG. No. 437K/TUN/2004.

2. Usulan Pernyataan Pendapat 20 orang anggota DPRD provinsi
Lampung berkaitan dengan keluamya keputusan MA RI REG. No.
437K/TUN/2004.

3. Hasil Rapat Paripuma DPRD Prov. Lampung tenggal 14 Juli 2005,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KEPUTUSAN DFRD PROV. LAMPUNG TENTANG PERNYATAAN
PENDAPAT DPRD PROV. LAMPUNG TERHADAP PUTUSAN MA RI
REG. Ne. 457K/TUN/2004.

Pasal 1
Menerima usul pernyataar pendapat 20 orang anggota DPRD Prov. Lampung
terhadap Putusan MA RI REG. No. 437K/TUN/2004, untuk ditetapkan
meryjadi pernyataan pendapat DPRD Prov. Lampung.

Pasal 2
Pernyataan pendapat DPRD Prov. Lampung terhadap putusan MA RI REG.
No. 437K/TUN/2004 adalah sebagai berikut:

a. Mencabut keputusan DI'RD Prov. Lampung Nq, 47 Tahun 2004
anggal 268 Mei 2004 tentang Penelapan Pasangan Calon Terpilih
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2004-2009.

b. Sebagai konsekuensi pencabutan surat keputusan tersebut pada

“butir (a), maka DPRD Prov. Lampung menyatakan tidak lagi
"nengakmeksshmsn gubernur dan wakil gubernur dan tidak dapat
‘agi bekerja sama dalam penyelenggaraan pemeriptahan daerah.

C ‘udemnlulku}mld presiden Rl melalui Mendagri untuk mencabut
Keputusan Presiden RI N. 1/M Tahun 2004.

d. Mengusulkan kepada presiden RI melalui Mendagri untuk
mengangkat pejabat gubernur Prov. Lampung sampai dengan
dilantiknya gubemur dan wakil gubernur Prov. Lampung sesuai
dengan hasil pemilihan tanggal 30 Desember 2002 yang ditetapkan
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dengan Surat Keputusan DPRD Prov. Lampung No. 01 Tahun 2003,
langgal 4 Januari 2003,
Pasal 3
dari fraksi-fraksi DPRD Prowv. lamplmgwupakan

Pandangan/tanggapan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan mi.

Pasal 4
Keputusan Dewan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaplan.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 14 Juli 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI LAMPUNGC

a = Ketua,
INDRA KARYADI], SH

Kepumsannudmampmkanhepada\’ﬁx
Bapak residen Rl di Jakarta

Bapak Ketua MPR RI di Jakarta
Bapak Ketua MA RI di Jakarta
Bapak Ketua DPR Rl di Jakarta

Bapak Mendagri RI di Jakarta

Prof Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Adalah sedikit ahli Hukum
Adininisirasi Negara yang dimiliki Indanesia. Dari 3 2hli pada bidang thy, ia
satu-satunya yang menjadi dosen, yaitu di Universitas Airlangga Dua orang
pakar lainya adalah Prof Dr. Bagir Manan, menjadi ketua MA, dar. Effendi
Lotulung menjadi Hakim Agung di MA.

Berikut ini, dikutip dari pendapat Prof Dr. Philipus M. Hadjon, SH,
melalui tulisannya yang berjudul; Pendapat Hukum tentang Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Agung No. 437K/TUN/2004 pada tanggal 25 Agustus.
2005.

Ut DN

Berikut dikutip langsung pendapat Prof. Hajon, dalam tulisan tersebut
halaman 4:
Apakah DPRD Lampung berwenang mencabut SK DPRD Ne. 47 tahun
2004, tertanggal 28 Mei 2004 melalui SK DPRD No. 15 tahun 20057

Untuk menganalisis isu ini, pertanyaan hukum yang muncul adalah apakal'r-!
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dasar hukum kewenangan DPRD Lampung menerbitkan 5K a quo?

Perlu dicermati bahwa dasar hukum bagi DPRD I ampung menerbitkan SK.
No. 15 tahun 2005 bukan lagi UU. Na. 22 tahun 1999 tetapi harus merujuk
UU. No. 32 tahun 2004 mengingat sejak tanggal 15 Oktober 2004 UU No. 22
tahun 1999 sudah tidak berfaku.

Pertanyaan menyusul adalah apakah DPRD menurut ketentuan UTJ, No.
32 tahun 2004 memiliki wewenang seperti ketentuan Pasal 40 ayat (3)
UU. No. 22 tahun 1999?

Mencermati ketentuan UU No. 32 tahun 2004, jelas bahwa DPRD
licdak lagi mempunyai wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3)
UU No.22 tahun 1999. Dengan demikian 5K DPRD Lampung No. 15 tahun
2005 tidak diasarkan pada kewenangan wltra vires atau onbevoegd). Dengan
demikian SK tersebut tidak dicukung oleh legalitas formal azas conirarius
actus, sehingga tidak bisa diterapkan karena bercasarkan UU. No. 32 tahun
204, DPRD tidak mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal
40 avat (3) UU. No. 22 tahun 1999.

Kesimpulannya; SK DPRD Lampung Ne. 15 tahun 2005 tidak
didukung oleh legalitas formal Dengan demikian berdasarkan ketentuan
UU. No 32 tahun 2004, DPRD Lampurg tidak berwenang memhatalkan SK
DPRD Lampung No. 47 tahun 2004.

s
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ANARKI DI DALAM GEDUNG DEWAN"

Oleh Nanang Trenggono®

t memiliki moralitas mengingatkan para wakilnya di
lembaga terhormat —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan)—jika ada
kesalahan, keteledoran atau kealpaan mereka. Dalam konteks menyikapi
putusan MA, terkait persoalan kursi gubernur Lampung, Dewan melakukan,
bukan saja suafu kesalahan individu-individu, tapi kesalahan yang bersifat
kevrganisasian dan kelembagaan Astinya kesalahan yang semata-mata
Keputusan Dewan sebagai lembaga politik dalam merespons amar putusan
MA antara lain: (1) Mencabut keputusan DPRD lalu yang menetapkan
pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung 20042009 hasil
pemiilihan ulang. (2) Tidak mengakui dan tidak mau bekerja sama dengan
gubernur dan wekil gubernur sekarang yang merupakan hasil pemilihan
ulang dan sudah menjalankan roda pemerintahan. (3) Memonor Presiden
mencabut keputusan presiden tentang pengangkatan gubernur dan wakil
gubernur hasil pemilihan ulang. (4) Mengusulkan kepada Presiden
mengangkat penjabat gubemur Lampung sementara sambil menunggu
pelantikan dan pengesahan gubernur dan wakil gubermur Lampung 2003 —
2008 (Lampung Pest, 15 Juli 2005). Tulisan ini tidak hendak mempersoalkan
apa pun materi keputusan Dewan di atas atan siapa yang diuntungkan atau
sebaliknya diragikan empat butir keputusan Dewan tersebut Tetapi, akan
mengupas kesalahan-kesalahan apasaja yang dilakukan anggota Dewan yang
sama sekali tidak mempertimbangkan dampak-dampak negatif bagi
kelembagaan Dewan untuk masa mendatang.

Pertama, mengingkari proses kelembagaan. Dewan sebagai lembaga
perwakilan rakyat sederhananya memiliki proses, tahapan, tradisi konvensi
atau tata tertib dalam mengambil keputusan bersama,

Sehingga bagi publik atau masyarakat, terlihat keputusan yang
dihasilkan Dewan berdasarkan logika proses yang benar, kuat secara
kelembagaan, dan memiliki nilai pertanggungjawaben yang tinggi (fully
iegitimate). Oleh sebab itu, sudah seyogianyalah seluruh anggota Dewan
berpikir dan bertindak berdasarkan regularitas proses vang memang melekat
dalam kelembagaan Dewan, dalam kondisi apa pun dan bagaimanapun
situasi, dan waktu serta dinamika politik yang terjadi.

* Tulisan ini dimuat di Lampung Post, bulan Juli 2005
* Dosen FISIP-UNILA
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l.azimnya, suatu penyikapan Dewan yang akan ditindaklanjuti
dengan keputusan lembaga Dewan, diawali inisiatif para anggota Dewan
yang diatur tata tertid, seperti berapa batas absah jumlah orang vang
mengambil inisiatif. berapa minimal jumlah fraksi yang mengajukan inisiatf
dan bagaimana mekanismenya.

Seterusnya, hak atau usul inisiatif tersebur dimasukkan forum
lembzga Dewan dan dikaji lebih dalam —kalau di tingkat nasional adalah
Badan Legislasi (Baleg) yang hasilnya mengajukan pilihan-pilihan
rekomendasi untuk disetujui dalam rapat paripuma—vang semuanya ini
sebenarnya diatur secara perinci dalam tata tertib Dewan.

Kemudian, digelar rapat paripurna yang kewenangannya
menyetujui atau tidak menyetujui materi pembahasan urtuk ditindaklanjuti
pada proses selanjutnya, misalnya membentuk panitia khusus untuk itu.
Hasil kajian dan diskusi mendalam vang dilakukan panitia khusus itulah
yang akan diparipurnakan kembali untuk mengambil keputusan bulat
lembaga Dewan. Apakah proses atau konvensi yang bermartabat ini telah
dilakukan Dewan dalam memutuskan sikap Dewan terhadap amar putusan
MA scal kursi gubermur? Jelas, konvensi bermartabat dalam lembaga Dewan
telah diabaikan, bahkan dilecehkan dalam persoalan ini.

Kedua, inkonsistensi partai-partai politik yang tercermin dari
perilaku politik fraksi-fraksi. PDIP adalah partai politik yang paling
bertanggung jawab dalam seluruh proses pemilihan ulang gubernur dan
wakil gubernur Lampung 2004 —2009. Tak ada argin tak ada hujan, pagi-
pagi sudah menyataken tidak mengikuti rapat atau sidang paripurna yang
membahas putusan MA tersebut Bzhkan yang menyedihkan, DPD PDIP
memasang iklan besar-besaran di media massa daerah yang berisi imbauan
kepada seluruh anggote F-PDIP untuk tidak mengikutirapat Dewan rentang
pumusan MA. Semua dilakukan tanpa argumentasi dalam forum lembaga
Dewan, tanpa melakukan perdebatan cerdas, tanpa pencerahan dan
cerderung lari dari pertanggungjawaban moral politik, nilai kejuangan dan
nasionalismenya sendiri.

Sebaliknya, Partai Demokrat, vang baru lahir, beruntung karena
memperoleh kepercayaan rakyat dan untuk pertama kalinya membentuk
fraksi, serta fidak ada keterkaitannya dengan proses pemilihan gubemur
dan wakil gubemur baik 2003—2008 maupun 2004 — 2009, melalui ketua
fraksinya telah mengeluarkan pernyataan-pemyataan politik yang sulil
dibedakan sebagai pemyataan individu atau organisasi dan seolzh-clah
solatif. PKS tidak istikamah dalam mengkritisi proses pengambilan
keputusan Dewzn yang berjalan tidak normal. Partai Galkar, yang cukup
kuat dan dikenal memiliki perspektif untuk menjaga mekanisme
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kelembagaan, ternyata kali ini cenderung membabi buta.

Keliga, indikasi telah dikendalikan kckuatan luar secara berlebihan.
Suatu lembaga negara seperti halnya Dewan, dalam setiap pengambilan
keputusan akan dipengaruhi kekuatan-kekuatan luar yang memiliki
kepentingan atas hasil keputusan Dewan yang bisa merugikan atau

. Sah-sah saja dan sudah sewaarnya bag: setiap warga
masyarakat untuk memengaruhi kebijakan yang akan diputuskan suatu
lembaga publik. Namun, menjadi pessoalanserius ketika suatu lembaga yang
prinsip kelembagaan vang melekat padanya.

Sudah menjadi rahasia umum keputusan Dewan dalam menyikapi
putusan MA soal jabatan gubernur dan wakil gubernur, didahului
“karantina” anggota Dewan di suatu tempat dan di sebual hotel. Bahkan
yang memprihatinkan masyarakat, adanya kabar keputusan yang diambil
Dewan sudah disimulasikar terlebih dahuhu. Sudah demikian dalam hak
dan kewajiban anggota Dewan sebagai wakil rakyat dikorbankan demi
kepentingan pribadi dan bayang-bayang ketakutan terhadap dirinya sendiri.
dana yang digunakan membiayai aktivitas “karantina” tersebut. Apakah
sudah dianggarkan secara wajar dan resmi? Apakah sekretaris Dewan bisa
dikonfirmasi dan sccounfahle terhadap mekanisme pendanaan tersebut? Jika
tidak accountable secara kelembagaan, sebagai bagian dari prinsip kontrol
publik, setiap warga berhak bertanya, mewaspacai, mengindikasikan telah
terjadi perselingkuhan, KKIN, money politics atau corruption of power lembaga
Dewan dengan pihak luar. Setiap warga juga berhak melaporkan kepada
Kormisi Pemnberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan karena
o e rakyat yang dirugikan.

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, ingin ditutup dengan pikiran
positif (positive thinking), bahwa apa yang telah terjadi di dalam gedung Dewan
dan apa yang telah dilakukan anggota Dewan dalam kasus peayikapan
menyusul putusan MA berkenaan dengan jabatan gubernur dan wakil
gubernur merupzkan kealpaan, sikap reaksioner yang berlebihan. emosi
sesaat dan terseret oleh psikologi politik temporer. Semuanya bukan suatu
political attitude yang permanen dan akan berulang-ulang terjadi Namun,
apabila pikiran positif yang di kemukakan ini keliry, dapat disimpulkan di
dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung tidak
ada pemerintahan, undang-ndang, peraturan atau ketertban, atau hanya
satu kata, anarki.

L e g
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DPRD Lampung: Gunakan EQ dan 1Q’

Oleh: Joko Mursitho?

Carut-marut pemikiran DPRD Lampung yang tidak mengzakui dan
tidak mau bekerja sama dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P-
Syamsurya Ryacudu dilihat dari kacamata pendidikan merupakan indikasi
rendahnya EQ (emorional quotiont) para anggota DPRD Lampung. Keputusan
yang sangat tergesa-gesa tanpa pertimbangan pemikiran yang bijak tentang
untung ruginya setelah suatu keputusan dikeluarkan merupakan hahaya
adanya keberpihakan “penegakan demokrasi”. Sungguh pun DPRD
Lampung memiliki dasar-dasar kuat menyikapi keputusan Mahkamah
Agung (MA) Republik Indonesia Reg.  No. 437 K/TUN/2004, Perkara
Kasasi Tata Usaha Negara antara Menleri Dalam Negeri RI melawan M.
Alzier Dianis Thabranie, harus diingat keputusan yang buru buru dan
gegabah akan menimbulkan perang pemikiran atau telah mendikotomikan
keberpihakan masyarakat yang akan berakibat retaknya persatuan dan
kesatuan masyarakat Lampurg yang telah kita bina bersama secara rukun,
damai, padu, indah, dan harmonis selama ini.

Semestinya, DPRD yang tidak semuanya paham hukum dan
implementasi hukum mengadakan kajian-kajian serius serta banyak
menyelenggarakan pubiic hearing di berbagai tempat dan kalangan —sebagai
memutuskan hal-hal yang sangat penting—untuk menjaring aspirasi
masyarakat dari berbagai kalangan. Undanglah ahli hukum, scsiolog,
paedagog, antropolog, ahli taza negara, dan para prakéisi untuk menyampaikan
pendapatnya tentang masalah yang sangat krusial ini.

Kemudian, sosialisasikan hasil kajian tersebut melalui public hearing
bahkan kalau perlu lewat media massa, barulah ambil langkah penetapan
keputusan yang cermat, yang menjamin peregakan hukum dan dukungan
publik Sebaikitya DPRD Lampung memutuskan secara cerdas (smart)dalam
memutuskan kebijakan. Smart sclain berarti cerdas juga memiliki akronim
varg dapat dipedomani dalam memanajemen suatu kebijakan publik sebagai
berikuk
1. 5= suitable (cocok). Kebijakan atau keputusan yang diambil harus cocok
dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta menjamin penegakan hukum
atau peraturan perundangan yang berlaku. 2. M = marketabie (dapat

" JTulisan ini dimuat di Lampung Post bulan 21 Juli 2005
* Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Metro
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dipasarkan). Keputusan hendaknya populer, sehingga masyarckat cepat
merespons dan mengapresiasi keputusan tersebut. 3. A = aceeplable (dapat
diterima). Keputusan hendaknya dapat diterima semua, bukanoleh anggota
Dewan saja. tetapi semua kalangan akademis: dan lapisan masyarakat,
bahkan, jika perlu sampai kepada gruss mof (akar ramput), diprediksikan
menerima kebijakan tersebut.

4. R = rasionable (masuk akal). Keputusan hendaknya dapat diterima nalar
semua pihak, termasuk nalar pemikir, dan dapat diuji kebenarannya secara
yuridis dan empiris. 5. T = fime frame (berjangka waktu), keputusan yang
penting tidak bisa diputuskan cepat-cepat dan gegabah, tapi ada batas waxtu
vang sepadan dengan besar kecilnya masalah dan masa penyelesaian
masalahnya.

Memang sekarang sudah zaman instant, tetapi DPRD tidak boleh
ikul inslard alau mengambil cara mudah menetapkan suata keputusan.
DPRD, sebagai wakil rakyat Lampung yang tidak sempat tahur dan mengerti
siapa konstituennya ini, “jangan selalu merasa bisa”; tetapi tidak “bisa
merasa” keputusan-keputusannya merupakan produk hukum yang
mengikat. Apabila keputusan itu salah, tidak saja membuat Citra buruk
kelembagaan, juga akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap
lemnbaga lersebul.

Tulisan ini mudah-mudahan bisa mengajak anggota DPRD yang
terhormat belajar mengendalikan diri, tidak hanya berpikir dengan
mengandalkan rasionya tetapi juga dapat berbicara dengan hati nuraninya.
Sehingga, tidak gegabah melihat peluang dan memanfzatkan peluang, yang
barangkali “sesuatu” yang dianggap peluang itujustru bukan peluang tetapi
sebuall polilical trap yang akan membawanya masuk ke “kotak
ketidakpercayaan publik, dan pencorengan nama baik DPRD Tampung”.
Banyak anggota DPRD yang telah terjerumus dalam lembah kehinaan karena
kenikmatan duniawi sesaat. Semoga anggota DPRD Lampung yang baik
tidak terjerumus ke dalam hal tersebut.

Dengan hati nurani dan kesalehan diri mohon dengan hormat
anggota Dewan menjawzb pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan
perenungan yang terdalam untuk dasar-dasar pertimbangan dalam
menentukan kebijakan nantinya, sebagai berikut: X
1. Benarkah keputusan menolak Gubernur yang sekarang ini keluar dari
hasil pemikiran murni setiap anggota Dewan dan keputusan itu telah
dikontrol dan dikonsultasikan dengan “hati nurani” yang bersili dan yang
terjujur?

2. Apakah keputusan tersebut diangkat berdasarkan “kepahaman seluruh
anggota DPRD” atas hukum, atau karena “ketidakpahamannyaatas hukum?”
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3. Apakah dampak dari keputusan itu akan memberi manfaat bagi rakyal
Lampung, ataubahkan menimbulkan perpecahan hagi masyarakat Lampung
dan kehancuran struktur kerukunan masyarakat Lampung yang telah
terbangun selama ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab dengan mulut

karcna kini banyak suara mulul yang sudah sangatjauh bertentangan dengan
suarz hatinya Sebagai bahan perenungan kembali dalam menetapkan suata
kebijakan ada baiknya setiap anggota DPRD mengenang, sejarah dirinya,
kenapa dia dapat duduk sebagai anggota legislatif vang terhormat. Marilah
kita tengok ke belakang dari proses Anda sebagai calon legislatif (caleg)
sampai menjadi anggota legislatif yang terhormat dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Apakah Anda merjadi anggota DPRD mendapat “suara penuh dari
rakyat”, atau karena Anda berada pada urutan teratas dari partai Anda,
sehingga Anda duduk sebagai anggota DPRD dengan mengumpulkan suara
dari tofe getter caleg di bawah Anda? Rasanya di Lampung ini sebagian besar
anggota DPRD dapat duduk karena mendapat kemudahan dengan
mengakumulasikan suara dari caleg di bawah Anda. (Ingat masih ada
dokumennya dari ke 75 anggota DPRD Lampung!).

Kalau demikian halnya, Anda jangan “gegabah” mengatasnamakan

masyarakat pemnilih Anda, lebih-lebih mengatasnamakan rakyat Lampung,.
Karena barangkali pikiran Anda kini dengan pikiran caleg di bawzh Anda
(yany tidak bisa duduk sebagai anggota DPRD) saja tidak sejalan, apalagi
dengan sehuruh masyarakat Lampung. Kalau dermikian halnya, Anaa harus
lebih berhati-hahi dan sangat bijaksana serta senantiasa berkonsultasi dengan
masyarakat konstituen Anda dalam mengemukakan pendapat karena
keputusan pendapat Anda merupakan produk hukum. Hati-hatil Jangan
tidak paham dengan anggaran dasar partainya.
2. Apakah jabatan dan gaji yang Anda terima kini memberi implikasi atau
dampak yang signifikan terhadap pertambahan keadilan dan kemakmuran
masyarakat Lampung? ikabelum, marilzh kita berusaha terus denganbelajar,
dan tidak menuruti emosi. Pengendalian diri harus tetap berperan sebagai
“raja” delam kepribadian seorang anggota legislatif. 3. Apakah DPRD
menganggap rakyat Lampung bodon? Apakah rakyat Lampung dianggap
tidak ‘ahu penetapan gubcernur (pejabat pemerintah apa saja) saral dengan
kepentingan individu atau kepentingan politik golongan?

Oleh karena itu, keputusan DPRD harus mencerminkan keputusan
rakyat. Vox populi vox dei : suara rakyat adalah suara Tuhan, jangan sampai

suara DPRD menjadi suara setan. Keputusan yang diambil serampangan



66

jelas bukan suara ‘luhan, dan apabila ketetapan itu betul tentu hanya terjadi
secara “kebetulan”, 4. Tidak adakah jalan lain dalam menyikapi keputusan
MA, misalnya “Biarlah Rakyat yang menentukan gubernumya?” Mengmgat
keputusan tersebut berlakunya setelah UU No. 32 Tahun 2004
diperundangkan, tentu saja kalau terjadi perang pemikiran dengar adanya
gubernur kembar sebaiknya juga diputuskan masyarakat Lampung, dan
bukan hanya “perwakilan masyarakat Lampung” yang tidak representatif
(karena PDIP tidak ikut memutuskan).

. Apabila keputusan DPRD mengikut pemikiran-pemikiran yang
tidak mengikuti emosi sesaat (vang nanti kalau terjadi kesalahan “sangat
mudah untuk meminta maaf), tetapi melalui pengkajian intelektual dan
penjernihan emosional serta upaya pendakian spirituzl, insya Allah
keputusan-keputusannya akan sangat bermanfaat bagiumat, dan masyarakat
Lampung khususnya, serta tidak akan menjadikan “cekcok” yang
menghabiskan energi, lebih-lebih dengan dalih penegakan demok-asi.

Kalau semua anggota DPRD mengakui dan berkacadir bahwa kini
“belum dapat menjalin jaringan komunikasi yang efektif dengan para
konstituennya”, lebih baik hal-hal yang sangat penting dikaji melalui
penelitian-penelitian ilmiah. Kalau perlu melalui pooling pendapat
masyarakat yang sekaligus dapat dijadikan wahana sosialisasi keputusan
masyarakat.

Tulisan-tulisan atau pernyataan Saudara Armen Yasir, vang selama
ini kita kenal sebagai orang yang memiliki komitmen yang tirggi atas
penegakan hukum dan tidak pernahberpihak kepada kepentingan individu
atau golongan, sebaiknya dapat dijadikan acuan perimbangan yang baik.
Sebagaimana yang disampaikan Armen Yasir bahwa DPRD Lampung telah
kebablasan dergan keluamya putusan DPRD No. 15 Tahun 2005 tersebut,
bahkan merupakan kesalahan fatal. DPRD telah membangkang lerhadap
UUD 1945 dengan menafikan keputusan Presiden Rl tentang pengesahan
Sjachroedin Z P-Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur dan wakil gubernur.
DPRD juga salah karena pengusulan Alzier dan Ansory adalah wewenang
KPU, bukan wewenang DPRD, bukan pemikiran yang tidak berdasar, tetapi
pemildran yang cukip brilian untuk dijadikan bahan kajian.

Bagaimana jika DPRD Lampung “bersabar” dalam menyikapi
permasalahan kepala daerah Lampung dan kemudian mengacu kepada UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat (1) yang
berbunyi: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secasa demwokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Kata “umum” tersebut
bertentangan dengan penolakan dan tidak mau bekerja sama dengan
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Gu!:-ernur sekarang yang dipituskan “sendirian” oleh DPRD saat ini. Lain
kﬂi], dikaji yangbenar, dilanjutkan dengan public hearing dan sosialisasi dulu
va’

Lo g
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PROBLEM DEMOKRASI ATAU EKSISTENSI?”

Oleh: Dedy Mawardi, S.H."

Penstiwa di Gedung DPRD itu oleh Harian Lampung Post dalam
tajuknya ditulis sebagai konflik kekuasaan enam fraksi DPRD Lampung dan
Gubernur Lampung yang tidak kunjung reda, berlanjutnya padasaat upacara
Detik-Detik Proklamasi di Stadion Pahoman dan puncaknya adalah sikap
penolakan anggota DPRD Lampung membahas dan mengesahkan APBD-
Perubahan yang diajukan Gubermnur Lampung, (Lampung Post, 29 Agustus
2005). Tajamnva konflik enam fraksi DPRD Lampung dengan Gubernur
Lampung mampu menghilangkan kesadaran politisi dan clite politik dari

tanggung jawab dan komitmen terhadap masa depan rakyat Lampung.
KmﬂikmtgngFﬂdemﬁakmdﬂtgmﬁlhmmLampungmadl

catatan baru dalam sejarah konflik vang terjadi DPRD Provinsi Lampung
selama beberapa tahun belakangan inu.

Dalam sejarahnya DFRD Lampung tidak pernah sepi konflik.
Bedanya kalau pada era DPRD Lampung sebefum ketua dijabat Indra Karyachi
konflik yang terjadi masih sebatas di Gedung DPRD saja, ymgdipereh:t‘lmn
adalal “kursi” kekuasaan yang berlabel ketua. Tetapi, konflik kali ini
"ne.]'.ibaﬂcank-mhaga ekeekutif dalam hal rmaddahGLbemurLampmg

Keberadaan anggota DPRD Lampung dan bubernur Lampung
adalah hasil dari “suatu” proses demokrasi. Demokrasi dalam proses ini
tidak bisa dipahami sebagai “pesta rakyat” yang scbenar-benarnya. Di sana,
individu-individu manusia duduk sebagai anggota legislatif (DPRD) karena
ditentukan dan dipilih partai politik bukan oleh rakyat langsung.

Kemudian anggota legislatif ini memilih kepala daerah. Dalam
perspektif tecretis, cara memilih anggota legislatif dan kepala daerah sepert
itu disebut sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi
perwakilan yang namanya suara rakyat itu dititipkan kepada partai politik.
Partai politik menjadi “penguasa” segala-galanya bagi kepentingan individu,
kelompok maupun rakyat banyak.

Namm‘tdalam prald:elmw, partai politik hanyalah sebatas “sarana”

dan kehidupan” dar suatu partai politik ditentukan sekumpulan mansia

"Tulisan ini dimuat di Lampung Post bulan 23 September 2005
WAdvokat, tinggal di Bandarlampung
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yang juga memiliki hasrat memegang kekuasaan.

Konflik yang terjadi sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan cuma
perseteruan untuk merebut, bisa juga mempertahankan atau memengaruhi
kekuasaan dalam pemerintahan Lampung. Artinya, benar kata Budi
Hutasuhut, polifisi hanya bisa hidup dan besar dalam iklim yang penuh
konflik. Ibarat seekor ikan, konflik adalah air bagi anggota DPRD Lampung.
Lantas pertanyaan yang sangat pantas diajukan adelah “untuk kepentingan
siapa konflik itu dicptakan?”

Budi Hutasuhut mengatakam konflik antara anggota enam fraksi di
DFRD Lampung dan Gubernur Lampung melahirkan krisis demokrasi di
Lampung, Sebaliknya, saya mengatakan konflik itu Lidak ada kaitannya sama
sekali dengan kepentingan rakyat banyak di Provinsi Lampung. Menurut
saya, demokrasi di Lampung tidak sedang dalam posisi krisis sehagai akibat
konflik yang terjedi.

Bahkan, saat politisi sedang berkonflik ria, rakyat Lampung justru
berhasil memberikan pembelajaran politik yang benar kepada elite politik
yang ditunjukkan saat berlangsungnya pemililian kepala daerah (pilkada)
di beberapa kabupaten dan kota. Rakyat mengerti proses pilkada harus
berjalan demokratis. Maka, aturan main vang benar mesti dijalankan. Cara
metaih kemenangan dengan segala macam cara harus diredam. Rakyat tidak
tergiur dengan pilihan-pilihan pragmatis-materialis yang disorongkan
kandidat dalam hal menentukan pilihannya.

Demokrasi adalah scbuah sistem mengatur kekuasaan, kata Budi
Hutaschut. Maka, rakyat [ ampung menerjemahkan demokrasi dalam
pikiran dan tindakan yang sederhana saja. Tetapi dari penerjemzhan yang
sederhana itu menghasilkan “sesuatu” yang sarat cengan nilai dem L.
Artinya, rakyat lebth bijak menerjemahkan makna demokrasi dibandingkan
para politisinya. Yang membuat makna demokrast itu menjadi tidak
bermakna adalah para politisi dalam mengatur kekuasaan yang diaunanatkan

rakyat.

Saya cenderung memercayai pendapat banyak kalangan akademisi,
jarnalis, LSM dan lainnya yang mengatakan konflix antara anggota enam
fraksi di DPRD Lampung dan Gubemnur Lampung sangat sarat dengan
kepentingan-kepentingan yang individual sifatnya. Individu yang menjadi
anggota DPRD sangat berkepentingan menjaga eksistensi dan pelestarian
diri seperti kata Erich Fromm.

Persoalannya, kenflik yang teradi di kompleks perkantoran Pemda

Lampung sebenamya menggambarkan satu pergeseran hasrat (karakter)
individu yang sangat agresif sifatnya, yang melampaui batasan nilai-nilai
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moral, etika, danm\ggm'tgjawabdenﬁnmiagakwtmganeksistensidid
manusia yang menjalankannya. Akibat dari pergeseran hasrat ianusia yang
agresifdmmelampauilﬂuslﬂsebutmdatﬁﬂmpmblmeksistmsidan
juga akan berakibat pada perilaku yang cendenimg irasional danabsolutism
dalam mengambil suatu tindakan.

Perilaku yang cenderung irasional dan absolut ini bisa dilihat dari
kemandiriananggota DPRD dan sikap atas pilihanatau cara berkomumikasi
yang kaku dan selalu berprinsip “pokoknya” Konsekuensinya, atas
keputusan ymtgmlahdibuatsmdiriﬁdak‘namﬁdi-pemaild apalagi dicabut.
Untuk mencabutnya malah melemparkan tanggung jawab kepada
pemerintah pusat. Padahal keputusan itu dibuat dan dideklarasikan mereka
sendiri. Logikanya keputusan itu pun dapat dibatalkan mereka. Tetapi, itu
tidak dilakukan karena kemandirian anggota DPRD ibarat “remote control”.
Sikap politik yang akan diambil bergantung siapa yang, memegang seria
mengendalikan remole control itu.

Lantas bagaimana solusi penyelesaian dari konflik yang tegadi?
Apakah, misalnya, dengan pemerintah pusat mengeluarkan keputusan
membatalkan SK DPRD Provinsi Lampung No. 15 Tahun 2005, konflik
berhenti? Tidak ada jaminan untuk itu dan saya tidak percaya dengan cara
itu karena kontlik in1 sangat individual (pribadi) sifatya.

Maka, menurut saya, yang bisa menyelesaikan korflik it mereka
DFRdebpa]adaaahﬁkaﬁdak.sa}amgmkdakamyammumddm-
Gus Dur dulu yang mengatakan “..seperti taman kanak-kanak”.



MENCAIRKAN HUBUNGAN
DPRD-GUBERNUR"

Olch: A.Ben Bella!!

Perseteruan politik antara Gubemur Lampung Sjachroedin Z.P. dan
DPRD Lampungberlarut-larut Indra Karyadi dan kawan-kawan tahu persis
sikap mereka terhadap Sjachreedin tidak populer di mata sebagian
masyarakat. Ada banyak pihak merasa terganggu dan dirugikan atas
hubungan tak harmonis tersebut.

Dalam kekacavan, Dewan jelas tidak bisa menjalankan tiga fungsi
pokoknya; kontrol terhadap eksekutif, legislasi, dan anggaran. Padahal, rakyat
memilih mereka pada pemilu lalu untuk memperjuangkan hak-hak
masyarakat Lampung, di antaranya mengefektifkan ketiga fungsi pokok tadi.

Namun, menarik keputusan tidak mengakui Sjachroedin sebagai
gubernur Lampung bukan perkara sederhana. DPRD Lampung tentu tak
mau menjilat ludah sendiri. DPRD Provinsi Lampung berani mengeluarkan
SK No. 15/2005 tentang Pernyataan Pendapat DFRD Provinsi Lampung
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 437K/TUN/2004 jelas
memiliki latar belakang kuat.

Konflik ini merugikan masyarakat luas. Pembangunan tersendat
karena rusaknya hubungan politik cksekutif dan legislatif. Memang,
Sjachreedin, meskipun tidak diakui anggota DPRD), tetap dapat melarjutkan
pemerintahan daerah sepanjang belum ada SK pemberhentian dari Presicen.
Kebijakan publik bisa diambil kepala daerah tanpa perlu persetujuan atau
konsultasi dengan legislatif. Untuk anggaran daerah yang tidak bisa disahkan,
Sjachreedin tinggal memakai anggaran tahun sebelumnya.

Dengan kebekuan hubungan ini, jangan harap aspirasi rakyat bisa
diperjuangkan anggota DPRD. Betapa rugi masyarakat punya pemerintahan
yang diselenggarakan dengan cara itu. Agar kerugian masyarakat tidak makin
besar, konflik Gubemur dan DPRD Lampung harus disudahi. Kita tidak
bisa berharap kepada DPRL Lampung atau Gubernur. Presiden —dalam hal
ini Mendagyi—harus segera “mendamaikan” dengan mengambil langkah
administratif, misalnya membatalkan SK DPRD Provirsi Lampung No. 15/
2005. Langkah ini efektif memupus kebekuan hubungan eksekutif dan

legislatif dengan tetap bisa menyelamatkan wajah anggota DPRD Lampung.

* Tulisan ini dimuat di Lampung Post, bulan Agustus 2005
“Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dasrah Pemilihan Lampung
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Mendagri dengan pertimbangan bahwa keputusan DPRD Lampung

berbuntut pada pergabaian kepentingan masyarakat, memang berwewenang
membatalkan SK DPRDY Lampung yang kontroversial tersebut. Kita vakin

semua anggota DPRD Lampung akan menerima putusan tersebut,
kelumnyaSKMeruiagnyangmembatalkanSKDPRDLampung

itu, Mendagri mesti segera mempertemukan Sjachroedin dan pimpinan
dmnavanagarmpaisalulgpmgﬁnan diantara penyelenggara pemeriniahan
Kita heran pemerintah pusat membiarkan masalah berlarut-larut

pasca keluamya putusan MA yang berujung DPRD Lampung tidak lagi
harus tegas, termasuk misalnya, menganulir SK DPRD Lampung No. 15/
2005 atau bagaimana. Tanpa itu, masyarakat Lampung akan menilai pusat|
sengaja menggantung nasib rakyat Lampung dalam situasi yang serba-tidak

nyaman.
|

Saatnya Berubah

Rakyat Lampung pasti sedang menunggu kez]a-kﬂ]ahermk;mm
wakil mereka di lembaga legislatif. Bagaimana anggaran daerah bisa
memhak rakyat, bagaimana kebijakan cksekutif bisa berpihak kepada rakyat,
dan bagammna mda pembangunan bisa bergulir cepat, semua it mmta|

Sjachroedin juga mesti mengubah perilakujika hendak memuluskan
jalan selama memimpn Lampung, Dengan berat harus dISEbuﬂcan, sangat

terhadap DPRD Lampung ketika lembaga ini mengeluarkan pemyataan
berat: Tidak mengakui eksistensi Cubernur Lampung. Andai Ocedin dicintai
rakyatnya, dapat dipastikan warga berbondong-bondong mencaci-maki
arggota Dewan.

Dedin tidak cukup mengandalkan SK pengangkatannya sebagai
gubermnur Lampung dari Presiden untuk memuluskan kepemimpinannya
i Bumi Ruwa Jurai. Masih terdapat banyak aral yang bisa merintangi. Selain
soal putusan MA, ada banyak mlahbmad:mﬂamerekn mmkaynng tidak
suka kepada Oedin.

Isu Oedin “orangnya” Megawati yang permah berkonflik dengan |
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